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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
dalam pelindungan dan pengamanan hutan serta
peredaran hasil hutan perlu ditetapkan Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan;

bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai
dengan perkembangan jabatan fungsional sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI @ PENDAYAGUNAAN  APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural.
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Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab
dan wewenang untuk menyelenggarakan dan/atau
melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh
kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian
khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang selanjutnya
disebut Polisi Kehutanan adalah PNS dalam lingkup
instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai
dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau
melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa
undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus
di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut
paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
yang diselenggarakan secara terpadu.

Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan
Kepolisian Kehutanan adalah segala hal ikhwal yang
berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan polisi
kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Polisi Kehutanan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Polisi Kehutanan

sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

jabatan.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka
kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau
jabatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh
Pejabat yang Berwenang untuk memberikan
pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas
usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta
pemberian penghargaan bagi PNS.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah
tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil
kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta
menilai capaian kinerja Polisi Kehutanan dalam bentuk
Angka Kredit.

Standar Kompetensi Polisi Kehutanan yang selanjutnya
disebut Standar  Kompetensi adalah deskripsi
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian dan
perilaku yang disyaratkan untuk dalam melaksanakan
tugas jabatan Polisi Kehutanan.

Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian
untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap
jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Polisi Kehutanan sebagai prasyarat
menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan.

Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh Polisi Kehutanan sebagai
prasyarat pencapaian hasil kerja.

Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Polisi Kehutanan baik perorangan atau

kelompok di bidang kepolisian kehutanan.
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Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia yang selanjutnya
disebut IPKI adalah organisasi profesi bagi Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2
Polisi Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis
di bidang kepolisian kehutanan pada Instansi
Pemerintah.
Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan.
Kedudukan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan
analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan jabatan karier PNS.
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Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam

klasifikasi/rumpun penyidik dan detektif.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan merupakan jabatan
fungsional kategori Keterampilan dan kategori Keahlian.
Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori
Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari
jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Polisi Kehutanan Pemula;
b. Polisi Kehutanan Terampil,
c. Polisi Kehutanan Mahir; dan
d. Polisi Kehutanan Penyelia.
Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori
Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari
jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Polisi Kehutanan Ahli Pertama;
b. Polisi Kehutanan Ahli Muda;
c. Polisi Kehutanan Ahli Madya; dan
d. Polisi Kehutanan Ahli Utama.
Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6
Tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu
melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi
menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau,
dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan
dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan

peredaran hasil hutan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri

atas:

a. perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

c. pengembangan teknis perlindungan dan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan; dan

d. pemantauan dan evaluasi perlindungan dan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan.

(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:

a. perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan,

kawasan hutan dan hasil hutan, meliputi:
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1. perencanaan program; dan

2. penyusunan rancangan strategi kegiatan;

pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan,

kawasan hutan dan hasil hutan, meliputi:

1. pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan
preventif, tindakan represif; dan

2. pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana
kehutanan;

pengembangan teknis perlindungan dan

pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil

hutan, yaitu penyusunan sistem kepolisian
kehutanan; dan

pemantauan dan evaluasi perlindungan dan

pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil

hutan, meliputi:

1. pemantauan  kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan; dan

2. evaluasi kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil

hutan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Kategori Keterampilan sesuai jenjang jabatannya,

ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

Polisi Kehutanan Pemula, meliputi:

1. menyusun rencana Kkegiatan semesteran
Individual,

2. melakukan penatalaksanaan penyusunan
rencana kegiatan semesteran,;
melakukan inventarisasi potensi permasalahan;

4. melakukan Anjangsana/kunjungan ke

masyarakat;
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melakukan pendampingan Pelaksanaan
Kegiatan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
(MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/Satuan
Pengaman Hutan (SPH)/Kelembagaan
masyarakat lainnya untuk perlindungan dan
pengamanan hutan;

melakukan kegiatan persiapan dan/atau
pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
rangka patroli darat;

melakukan kegiatan persiapan dan/atau
pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
rangka pengendalian kebakaran hutan
dan/atau lahan;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada Pulau terpencil
dan/atau perbatasan negara;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada terminal
bus/stasiun kereta api;

melakukan  kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada Pasar
satwa/tumbuhan/tempat peredaran lainnya,;
melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada menara pengawas
kebakaran;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada barang bukti;
melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada Gudang Senjata

Api dan/atau amunisi;
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17.
18.
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28.

29.

30.
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melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada kapal patroli;
melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada pos jaga/pondok
jaga/pondok kerja;

melakukan patroli darat;

melakukan patroli perairan;

melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan
dan satwa pada tempat/agen pengumpul
tumbuhan dan satwa;

melakukan kegiatan pembuatan sekat bakar
dalam rangka pencegahan kebakaran hutan
dan/atau lahan;

melaksanakan ground check hotspots;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal gambut;

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal batu bara;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran tinggi;

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran rendah;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada padang rumput;
melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar
dengan melakukan penggiringan/pengusiran;
melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar
dengan melakukan penjagaan;

melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
fungsional;

melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
gabungan;

melakukan penangkapan tersangka (dalam hal

tertangkap tangan);
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melakukan pengamanan barang
bukti/speciment tumbuhan dan satwa liar;
melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

menginput data tindak pidana kehutanan pada
register perkara; dan

melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-

emtif, tindakan preventif, tindakan represif;

Polisi Kehutanan Terampil, meliputi:

1.

10.

melakukan identifikasi data untuk perencanaan
program;

menyusun rencana Kkegiatan  semesteran
individu;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
rencana kegiatan semesteran;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
rencana program kerja;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
rancangan strategis;

melakukan anjangsana/kunjungan ke
masyarakat;

melakukan pembimbingan Polisi Kehutanan
dibawah jenjang jabatannya terkait kepolisian
kehutanan;

melakukan pendampingan pelaksanaan
kegiatan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
(MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/Satuan
Pengaman Hutan (SPH)/Kelembagaan
masyarakat lainnya;

melakukan kegiatan persiapan dan/atau
pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
rangka patroli udara;

melakukan kegiatan persiapan dan/atau

pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
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rangka patroli perairan;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada pulau terpencil
dan/atau perbatasan negara;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada terminal
bus/stasiun kereta api;

melakukan  kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada  pasar
satwa/tumbuhan /tempat peredaran lainnya;
melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada menara pengawas
kebakaran;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada barang bukti;
melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada gudang senjata api
dan/atau amunisi;

melakukan  kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada kapal patroli;
melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada pos jaga/pondok
jaga/pondok kerja;

melakukan patroli darat;

melakukan patroli perairan;

melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan
dan satwa pada tempat/agen pengumpul

tumbuhan dan satwa;
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melakukan kegiatan pemeliharaan sekat bakar
dalam rangka pencegahan kebakaran hutan
dan/atau lahan;

melaksanakan  pengelolaan bahan  bakar
(umpan api) dalam rangka pengendalian
kebakaran hutan dan/atau lahan;
melaksanakan ground check hotspots;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal gambut;

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal batu bara;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran tinggi;

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran rendah;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada padang rumput;
melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar
dengan melakukan penggiringan/pengusiran;
melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar
dengan melakukan penangkapan;
melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar
dengan melakukan pemindahan;

melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar
dengan melakukan pelepasliaran;
melaksanakan kegiatan penanganan satwa liar
dengan melakukan pemusnahan satwa liar
yang membahayakan dan/atau tidak memiliki
harapan untuk direlokasi dan/atau tidak
memiliki harapan hidup pada habitatnya;
melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
fungsional;

melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
gabungan;

melakukan penangkapan tersangka (dalam hal

tertangkap tangan);
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41.

42.
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
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melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga sebagai tersangka;

melakukan pengawalan orang yang diduga
tersangka;

melakukan penyerahan orang yang diduga
tersangka;

melakukan pengamanan barang
bukti/ speciment tumbuhan dan satwa liar;
melakukan penilaian jumlah, volume/ukuran
barang bukti;

melakukan pengawalan barang bukti hasil
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

melakukan serah terima barang bukti hasil
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

melakukan penyelidikan/pengumpulan bahan
keterangan tindak pidana/pelanggaran
dibidang kehutanan;

membuat laporan kejadian (LK);

melakukan penanganan dan/atau Tindakan
Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPKTP)
tindak pidana kehutanan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan,;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

membuat peta kerawanan gangguan keamanan
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
melakukan penatalaksanaan bahan dan materi
identifikasi proses-proses alami guna
menunjang  pemulihan  kawasan = akibat
gangguan keamanan hutan;

melakukan penatalaksanaan bahan dan materi
identifikasi kerusakan hutan, kawasan hutan

dan hasil hutan;
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melakukan penatalaksanaan bahan materi
evaluasi terhadap kegiatan perencanaan
program,;

melakukan penatalaksanaan bahan materi
evaluasi  terhadap kegiatan penyusunan
rancangan strategi kegiatan; dan

melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-

emtif, tindakan preventif, tindakan represif;

Polisi Kehutanan Mahir, meliputi:

1.

menyusun rencana kegiatan semesteran
individu;

melakukan penatalaksanaan  penyusunan
program kerja tingkat Kabupaten/Kota/Unit
Kerja;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
program kerja tingkat Bidang
Pengelolaan /Bidang Wilayah;

memimpin penyusunan program kerja tingkat
seksi wilayah;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
rancangan strategi kegiatan dibidang
perlindungan dan pengamanan hutan tingkat
Kabupaten/Kota/Unit Kerja;

melakukan penatalaksanaan rancangan strategi
kegiatan dibidang perlindungan dan
pengamanan hutan tingkat Bidang
Pengelolaan /Bidang Wilayah;

memimpin penyusunan rancangan strategi
kegiatan dibidang perlindungan dan
pengamanan hutan tingkat seksi wilayah;
melakukan ceramah, diskusi dan/atau dialog
interaktif dengan masyarakat;

melakukan pembimbingan Polisi Kehutanan
dibawah jenjang jabatannya terkait kepolisian

kehutanan;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
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melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada pulau terpencil
dan/atau perbatasan negara;

melakukan  kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan  hasil hutan pada bandar
udara/pelabuhan laut;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada pusat informasi;
melakukan  kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada pasar
satwa/tumbuhan/tempat peredaran lainnya,;
melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada lembaga
konservasi;

melakukan  kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada menara pengawas
kebakaran;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada gudang senjata api
dan/atau amunisi;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada kapal patroli;
melakukan patroli darat;

melakukan patroli perairan;

melakukan patroli udara;

melakukan pemeriksaan peredaran tumbuh
dan satwa pada pemegang izin edar tumbuhan

dan satwa liar;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

19 2019, No.1436

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal gambut;

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal batu bara;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran tinggi;

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran rendah;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada padang rumput;
melakukan penanganan pasca kebakaran
hutan dan/atau lahan;

melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
intelijen;

melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
fungsional;

melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
gabungan;

melakukan penangkapan tersangka (dalam hal
tertangkap tangan);

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga sebagai tersangka,;

melakukan pengamanan barang
bukti/speciment tumbuhan dan satwa liar;
melakukan pengawalan barang bukti hasil
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

melakukan serah terima barang bukti hasil
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

melakukan tindakan akhir penanganan barang
bukti hasil kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan;

melakukan penyelidikan/pengumpulan bahan
keterangan tindak pidana/pelanggaran

dibidang kehutanan;
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
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membuat laporan kejadian (LK);

melakukan penanganan dan/atau Tindakan
Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)
tindak pidana kehutanan;

melakukan olah TKP/pemeriksaan TKP tindak
pidana kehutanan;

melakukan penggeledahan terhadap
objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana
kehutanan;

memeriksa tersangka dalam proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
meminta keterangan ahli dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan;
melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
keterangan saksi untuk proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan penahanan tersangka
dalam proses penyidikan tindak pidana
kehutanan;

melakukan kegiatan pembantaran penahanan
tersangka dalam proses penyidikan tindak
pidana kehutanan;

melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
tersangka;

melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
barang bukti;

melakukan kegiatan penyitaan barang bukti
dalam proses penyidikan tindak pidana
kehutanan;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
penyidik;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai

peserta;
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62.

63.

64.

65.
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melakukan  kegiatan penyusunan  berkas
perkara untuk diserahkan ke kejaksaan;
melakukan penyerahan berkas perkara ke
kejaksaan dalam rangka penyerahan tahap I;
melakukan perbaikan berkas perkara (P19)
hingga P21 /SP3/Difersi;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan,;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

membuat peta kerawanan gangguan keamanan
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
melakukan identifikasi permasalahan gangguan
keamanan hutan;

melakukan identifikasi proses-proses alami
guna menunjang pemulihan kawasan akibat
gangguan keamanan hutan;

melakukan identifikasi gangguan keamanan
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan perencanaan program;
melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan penyusunan rancangan
strategi kegiatan,;

melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-
emtif, tindakan preventif, tindakan represif;
melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan yustisi
tindak pidana kehutanan; dan

melakukan penatalaksanaan bahan materi
penelaahan hukum terhadap kasus tindak
pidana kehutanan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; dan

Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi:

1.

menyusun rencana Kkegiatan  semesteran

individu;
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11.

12.

13.
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memimpin penyusunan rencana kegiatan
semesteran;

memimpin penyusunan program kerja tingkat
Kabupaten/Kota/Unit Kerja;

memimpin penyusunan program kerja tingkat
Bidang Pengelolaan /Bidang Wilayah;

memimpin penyusunan rancangan strategi
kegiatan dibidang perlindungan dan
pengamanan hutan tingkat
Kabupaten/Kota/Unit Kerja;

memimpin penyusunan rancangan strategi
kegiatan dibidang perlindungan dan
pengamanan hutan tingkat Bidang
Pengelolaan /Bidang Wilayah;

melakukan ceramah, diskusi dan/atau dialog
interaktif dengan masyarakat;

melakukan pembimbingan polisi kehutanan
dibawah jenjang jabatannya terkait kepolisian
kehutanan;

melakukan pemetaan partisipatif pembentukan
Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
(MMP) /Masyarakat Peduli Api
(MPA)/Kelembagaan masyarakat lainnya;
melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada pulau terpencil
dan/atau perbatasan negara;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada bandar
udara/pelabuhan laut;

melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada pusat informasi;
melakukan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan

hutan dan Thasil hutan pada lembaga
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29.
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31.
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konservasi;

melakukan patroli darat;

melakukan patroli perairan;

melakukan patroli udara;

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal gambut;

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal batu bara;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran tinggi;

melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran rendah;
melakukan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada padang rumput;
melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman
kebakaran hutan dan/atau lahan;

melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
intelijen;

melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
fungsional;

melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan
gabungan;

melakukan penangkapan tersangka (dalam hal
tertangkap tangan);

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga sebagai tersangka;

melakukan tindakan akhir penanganan barang
bukti hasil kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan;

membuat Laporan Kejadian (LK);

melakukan penanganan dan/atau Tindakan
Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)
tindak pidana kehutanan;

melakukan olah TKP/Pemeriksaan TKP tindak

pidana kehutanan;
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38.
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40.

41.

42.

43.

44.

45.
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melakukan penggeledahan terhadap
objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana
kehutanan;

memeriksa tersangka dalam proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
meminta keterangan ahli dalam  proses
penyidikan tindak pidana kehutanan;
melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
keterangan saksi untuk proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan penahanan tersangka
dalam proses penyidikan tindak pidana
kehutanan;

melakukan kegiatan pembantaran penahanan
tersangka dalam proses penyidikan tindak
pidana kehutanan;

melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
tersangka;

melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
barang bukti;

melakukan kegiatan penyitaan barang bukti
dalam proses penyidikan tindak pidana
kehutanan;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
ahli;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
penyidik;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
peserta;

melakukan kegiatan penyusunan berkas
perkara untuk diserahkan ke kejaksaan;
melakukan penyerahan berkas perkara ke

kejaksaan dalam rangka penyerahan tahap I;
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melakukan perbaikan berkas perkara (P19)
hingga P21/SP3/Difersi;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
ahli dalam proses penyidikan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
ahli dalam proses persidangan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan,;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

melakukan penatalaksanaan bahan dan materi
sistem kepolisian kehutanan yang mengandung
nilai-nilai pembaharuan;

melakukan penatalaksanaan bahan dan materi
sistem kepolisian kehutanan yang mengandung
nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
melaksanakan penerapan teknologi tepat guna
di bidang kepolisian kehutanan;

melakukan penatalaksanaan penyajian
informasi kerawanan hutan;

melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan perencanaan program;
melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan penyusunan rancangan
strategi kegiatan;

melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan pelaksanaan tindakan pre-
emtif, tindakan preventif, tindakan represif;
melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan yustisi
tindak pidana kehutanan;

melakukan penyiapan bahan materi evaluasi
terhadap kegiatan penyusunan sistem
kepolisian kehutanan; dan

melakukan penatalaksanaan bahan materi
penelaahan hukum terhadap kasus tindak

pidana kehutanan yang telah mempunyai
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kekuatan hukum tetap.

(2) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan

dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Polisi Kehutanan Ahli Pertama, meliputi:

1.

10.

11.

12.
13.

menyusun rencana Kkegiatan semesteran
individual;

melakukan penatalaksanaan  penyusunan
rencana kegiatan semesteran;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
program kerja tingkat Provinsi/unit kerja;
melakukan penatalaksanaan penyusunan
program kerja tingkat Kabupaten/Kota/bidang
pengelolaan;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
program kerja tingkat seksi wilayah;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
rancangan strategi tingkat
Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
melakukan penatalaksanaan  penyusunan
rancangan strategi tingkat seksi wilayah;
melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat
dan/atau badan hukum;

melakukan  kegiatan pemberdayaan dan
penguatan kelembagaan masyarakat dalam
rangka perlindungan dan pengamanan hutan;
melakukan kegiatan analisis hot spots dalam
rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau
lahan;

melakukan kegiatan pembentukan Masyarakat
Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat
Peduli Api (MPA)/kelembagaan masyarakat
dalam rangka perlindungan dan pengamanan
hutan;

melakukan kegiatan supervisi penjagaan;
melakukan kegiatan sebagai komandan regu

pada penjagaan;
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28.
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melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan
dan/atau satwa pada penangkaran tumbuhan
dan satwa liar;

melaksanakan operasi intelijen dalam kegiatan
pengamanan hutan;

melaksanakan  operasi gabungan = dalam
kegiatan pengamanan hutan;

melakukan penangkapan diduga tersangka
(dalam hal tertangkap tangan);

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga sebagai tersangka;

melakukan pengamanan barang bukti hasil
operasi pengamanan hutan, kawasan hutan
dan hasil hutan;

melakukan penyelidikan/pengumpulan bahan
keterangan tindak pidana/pelanggaran
dibidang kehutanan;

membuat Laporan Kejadian (LK);

melakukan penanganan dan/atau Tindakan
Pertama Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak
pidana kehutanan;

melakukan olah TKP/pemeriksaan TKP tindak
pidana kehutanan;

melakukan penggeledahan terhadap
objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana
kehutanan;

memeriksa tersangka dalam proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
keterangan saksi untuk proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan penahanan tersangka
dalam proses penyidikan tindak pidana
kehutanan;

melakukan kegiatan pembantaran penahanan
tersangka dalam proses penyidikan tindak

pidana kehutanan;
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35.

36.

37.

38.

39.

40.
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melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
tersangka;

melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
barang bukti;

melakukan kegiatan penyitaan barang bukti
dalam proses penyidikan tindak pidana
kehutanan;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
penyidik;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
peserta;

melakukan kegiatan penyusunan berkas
perkara untuk diserahkan ke kejaksaan;
melakukan penyerahan berkas perkara ke
kejaksaan dalam rangka penyerahan tahap I;
melakukan perbaikan berkas perkara (P19)
hingga P21/SP3/Difersi;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

melakukan kegiatan analisa terhadap data dan
informasi dalam peta kerawanan hutan; dan
melakukan kegiatan analisa terhadap proses
perkembangan tindak pidana kehutanan pada

register perkara;

Polisi Kehutanan Ahli Muda, meliputi:

1.

menyusun rencana kegiatan semesteran
individual;

memimpin penyusunan rencana kegiatan
semesteran;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
program kerja tingkat Nasional/Internasional;
memimpin penyusunan program kerja tingkat

Provinsi/unit kerja;
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memimpin penyusunan program kerja tingkat
Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
memimpin penyusunan program kerja tingkat
seksi wilayah;

melakukan penatalaksanaan penyusunan
rancangan strategi tingkat Provinsi/unit kerja;
memimpin penyusunan rancangan strategi
tingkat Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
memimpin penyusunan rancangan strategi
tingkat seksi wilayah;

melakukan ceramah, diskusi dan dialog
interaktif dengan masyarakat;

melakukan konsultasi/koordinasi dengan
mitra/instansi terkait;

melakukan pembimbingan kepada polisi
kehutanan yang ada di bawahnya;

melakukan  kegiatan pemberdayaan dan
penguatan kelembagaan masyarakat dalam
rangka perlindungan dan pengamanan hutan;
melakukan kegiatan pembentukan Masyarakat
Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat
Peduli Api (MPA)/kelembagaan masyarakat
dalam rangka perlindungan dan pengamanan
hutan;

melakukan supervisi kegiatan patroli darat;
melakukan kegiatan sebagai komandan regu
pada patroli darat;

melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan
dan/atau satwa pada lembaga konservasi;
mengkoordinir operasi intelijen dalam kegiatan
pengamanan hutan;

mengkoordinir  operasi fungsional dalam
kegiatan pengamanan hutan;

mengkoordinir  operasi gabungan = dalam
kegiatan pengamanan hutan;

melakukan penangkapan diduga tersangka

(dalam hal tertangkap tangan);
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melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga sebagai tersangka;

melakukan tindakan akhir penanganan barang
bukti hasil operasi pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

melakukan penyelidikan/pengumpulan bahan
keterangan tindak pidana/pelanggaran
dibidang kehutanan;

membuat laporan kejadian (LK);

melakukan olah TKP/pemeriksaan TKP tindak
pidana kehutanan;

melakukan penggeledahan terhadap
objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana
kehutanan;

memeriksa tersangka dalam proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
keterangan saksi untuk proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan penahanan tersangka
dalam proses penyidikan tindak pidana
kehutanan;

melakukan kegiatan pembantaran penahanan
tersangka dalam proses penyidikan tindak
pidana kehutanan;

melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
tersangka;

melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
barang bukti;

melakukan kegiatan penyitaan barang bukti
dalam proses penyidikan tindak pidana
kehutanan;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai

penyidik;
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melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
peserta;

melakukan perbaikan berkas perkara (P19)
hingga P21 /SP3/Difersi;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan
preventif, tindakan represif; dan

melakukan evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana

kehutanan;

Polisi Kehutanan Ahli Madya, meliputi:

1.

melakukan kajian terhadap hasil identifikasi
data untuk perencanaan program,;

menyusun rencana kegiatan  semesteran
individual;

melakukan penatalaksanaan  penyusunan
program kerja tingkat Nasional/Internasional;
melakukan penatalaksanaan penyusunan
rancangan strategi kegiatan dibidang
perlindungan dan pengamanan hutan tingkat
Nasional/Internasional,

memimpin penyusunan rancangan strategi
kegiatan dibidang perlindungan dan
pengamanan hutan tingkat Provinsi/Unit Kerja;
melakukan kampanye kepada masyarakat
dan/atau badan hukum;

melakukan pembinaan penyelenggaraan
perlindungan dan pengamanan hutan;
melakukan pembimbingan kepada Polisi
Kehutanan yang ada di bawahnya;

melakukan kegiatan fasilitasi dalam rangka
membangun hubungan kerja sama antar

lembaga baik pemerintah maupun swasta;
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melakukan kegiatan asistensi dalam rangka
penyusunan program kerja Masyarakat Mitra
Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api
(MPA)/kelembagaan masyarakat;

melakukan kegiatan pembinaan Masyarakat
Mitra Polisi Kehutanan (MMP) /Masyarakat
Peduli Api (MPA)/kelembagaan masyarakat
dalam rangka perlindungan dan pengamanan
hutan;

melakukan supervisi kegiatan patroli perairan;
melakukan kegiatan sebagai komandan regu
pada patroli perairan;

menyusun rencana operasi fungsional;
melaksanakan supervisi operasi intelijen dalam
kegiatan pengamanan hutan;

melaksanakan supervisi operasi fungsional
dalam kegiatan pengamanan hutan;
melaksanakan supervisi operasi gabungan
dalam kegiatan pengamanan hutan;

melakukan tindakan akhir penanganan barang
bukti hasil operasi pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

mewakili lembaga dalam proses penyelesaian
kasus tindak pidana kehutanan;

membuat Laporan Kejadian (LK);

memeriksa tersangka dalam proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
meminta keterangan ahli dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan;
melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
keterangan saksi untuk proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan penahanan tersangka
dalam proses penyidikan tindak pidana

kehutanan;
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melakukan kegiatan pembantaran penahanan
tersangka dalam proses penyidikan tindak
pidana kehutanan;

melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
tersangka;

melakukan kegiatan penitipan dalam proses
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
barang bukti;

melakukan kegiatan penyitaan barang bukti
dalam proses penyidikan tindak pidana
kehutanan;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
ahli;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
penyidik;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
peserta;

melakukan perbaikan berkas perkara (P19)
hingga P21 /SP3/Difersi;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
ahli dalam proses penyidikan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
ahli dalam proses persidangan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang
mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau
perbaikan;

melakukan kegiatan analisa terhadap kejadian
konflik satwa liar dengan masyarakat;
melaksanakan pemberian keterangan karena
kompetensinya dibidang kepolisian kehutanan;
melakukan analisa permasalahan gangguan

keamanan hutan;
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melakukan pemantauan proses-proses alami
guna menunjang pemulihan kawasan akibat
gangguan keamanan hutan;

melakukan analisis tingkat kerusakan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan
perencanaan program;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan
penyusunan rancangan strategi kegiatan;
melakukan evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan
preventif, tindakan represif;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana
kehutanan; dan

melakukan penelaahan hukum terhadap kasus
tindak  pidana  kehutanan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

Polisi Kehutanan Ahli Utama, meliputi:

1.
2.

menyusun rekomendasi terhadap hasil kajian;
menyusun rencana Kkegiatan semesteran
individual;

memimpin penyusunan program kerja tingkat
Nasional/Internasional,

memimpin penyusunan rancangan strategi
kegiatan dibidang perlindungan dan
pengamanan hutan tingkat
Nasional/Internasional;

melakukan pembinaan penyelenggaraan
perlindungan dan pengamanan hutan;
melakukan pembimbingan kepada Polisi
Kehutanan yang ada di bawahnya;

melakukan kegiatan fasilitasi dalam rangka
membangun hubungan kerja sama antar
lembaga baik pemerintah maupun swasta;
melakukan kegiatan pembinaan Masyarakat

Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Masyarakat
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Peduli Api (MPA)/kelembagaan masyarakat
dalam rangka perlindungan dan pengamanan
hutan;

melakukan supervisi kegiatan patroli udara;
melakukan kegiatan sebagai komandan regu
pada patroli udara;

menyusun rencana operasi gabungan,;
menyusun rencana operasi intelijen;
melaksanakan supervisi operasi gabungan
dalam kegiatan pengamanan hutan,;

memeriksa tersangka dalam proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
meminta keterangan ahli dalam  proses
penyidikan tindak pidana kehutanan;
melakukan kegiatan pemeriksaan dalam hal
keterangan saksi untuk proses penyidikan
tindak pidana kehutanan;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
ahli;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
penyidik;

melaksanakan kegiatan gelar perkara sebagai
peserta;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
ahli dalam proses penyidikan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
ahli dalam proses persidangan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang
mengandung nilai-nilai pembaharuan;
merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang
mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau

perbaikan;
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mengembangkan teknologi tepat guna di bidang
kepolisian kehutanan;

melakukan kegiatan analisa terhadap kejadian
konflik satwa liar dengan masyarakat;
melaksanakan pemberian keterangan karena
kompetensinya dibidang kepolisian kehutanan;
melakukan pemantauan terhadap efektifitas
koordinasi kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan;

melakukan pemantauan efektifitas pelaporan
terjadinya gangguan keamanan hutan;
memberikan rekomendasi hasil pemantauan
proses-proses alami guna menunjang
pemulihan kawasan akibat gangguan
keamanan hutan;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan
penyusunan rancangan strategi kegiatan,;
melakukan evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan
preventif, tindakan represif;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana
kehutanan;

melakukan evaluasi terhadap kegiatan
perumusan dan pengembangan sistem
kepolisian kehutanan; dan

melakukan penelaahan hukum terhadap kasus
tindak  pidana  kehutanan yang  telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kehutanan kategori Keterampilan dan Polisi

Kehutanan kategori Keahlian yang melaksanakan

kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
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lebih lanjut oleh instansi pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional

Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan sesuai jenjang

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

sebagai berikut:

a. Polisi Kehutanan Pemula, meliputi:

1.

dokumen rencana  kegiatan semesteran
individu;

dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
laporan kegiatan inventarisasi potensi
permasalahan;

laporan kegiatan Anjangsana/kunjungan ke
masyarakat;

laporan pendampingan pelaksanaan kegiatan
Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
(MMP) /Masyarakat Peduli Api
(MPA)/Kelembagaan masyarakat lainnya;
laporan kegiatan persiapan dan/atau
pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
rangka patroli darat;

laporan kegiatan persiapan dan/atau
pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
rangka pengendalian kebakaran hutan
dan/atau lahan;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada Pulau terpencil dan/atau
perbatasan negara;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil

hutan pada terminal bus/stasiun KA;
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laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada Pasar satwa/tumbuhan/tempat
peredaran lainnya;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada menara pengawas kebakaran;
laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada barang bukti;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada gudang senjata api dan/atau
amunisi;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada kapal patroli;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada pos jaga/pondok jaga/pondok
kerja;

laporan patroli darat;

laporan patroli perairan;

laporan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan
satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan
dan satwa;

laporan kegiatan pembuatan sekat bakar dalam
rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau
lahan;

berita acara pemeriksaan ground check
hotspots;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal gambut;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal batu bara;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan

dan/atau lahan pada dataran tinggi;
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laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran rendah;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada padang rumput;

laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan
melakukan penggiringan/pengusiran;

laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan
melakukan penjagaan;

laporan operasi pengamanan hutan fungsional;
laporan operasi pengamanan hutan gabungan;
laporan kegiatan penangkapan tersangka
(dalam hal tertangkap tangan);

laporan kegiatan pengamanan barang
bukti/ speciment tumbuhan dan satwa liar;
berita acara keterangan saksi;

laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

register perkara; dan

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan

preventif, tindakan represif;

Polisi Kehutanan Terampil, meliputi:

1.

laporan hasil identifikasi data  untuk
perencanaan program,;

dokumen rencana  kegiatan semesteran
individu;

dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
program kerja tingkat seksi wilayah;

rancangan  strategi kegiatan di  bidang
perlindungan dan pengamanan hutan tingkat
seksi wilayah;

laporan kegiatan anjangsana/kunjungan ke
masyarakat;

laporan kegiatan pembimbingan kepada Polisi
Kehutanan yang ada di bawahnya;

laporan pendampingan pelaksanaan kegiatan

Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
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(MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/Satuan
Pengaman Hutan (SPH)/Kelembagaan
masyarakat lainnya;

laporan kegiatan persiapan dan/atau
pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
rangka patroli udara;

laporan kegiatan persiapan dan/atau
pemeliharaan sarana dan prasarana dalam
rangka patroli perairan;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada pulau terpencil dan/atau
perbatasan negara;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada terminal bus/stasiun kereta api;
laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada pasar satwa/tumbuhan/tempat
peredaran lainnya,;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada menara pengawas kebakaran;
laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada barang bukti;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada gudang senjata api dan/atau
amunisi;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada kapal patroli;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada pos jaga /pondok jaga/pondok

kerja;
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laporan patroli darat;

laporan patroli perairan;

laporan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan
satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan
dan satwa;

laporan kegiatan pemeliharaan sekat bakar
dalam rangka pencegahan kebakaran hutan
dan/atau lahan;

laporan kegiatan pengelolaan bahan bakar
(umpan api) dalam rangka pengendalian
kebakaran hutan dan/atau lahan;

berita acara pemeriksaan ground check
hotspots;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal gambut;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal batu bara;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran tinggi;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran rendah;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada padang rumput;

laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan
melakukan penggiringan/pengusiran;

laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan
melakukan penangkapan;

laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan
melakukan pemindahan;

laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan
melakukan pelepasliaran;

laporan kegiatan penanganan satwa liar dengan
melakukan pemusnahan satwa liar yang
membahayakan dan/atau tidak memiliki
harapan untuk direlokasi dan/atau tidak

memiliki harapan hidup pada habitatnya;
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laporan operasi pengamanan hutan fungsional;
laporan operasi pengamanan hutan gabungan;
laporan kegiatan penangkapan tersangka
(dalam hal tertangkap tangan);

laporan kegiatan pemeriksaan terhadap orang
yang diduga sebagai tersangka;

berita acara pengawalan orang yang diduga
tersangka;

berita acara penyerahan orang yang diduga
tersangka;

laporan kegiatan pengamanan barang
bukti/ speciment tumbuhan dan satwa liar;
berita acara taksiran jumlah, volume/ukuran
barang bukti;

laporan kegiatan pengawalan barang bukti hasil
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

berita acara serah terima barang bukti hasil
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

laporan kegiatan penyelidikan/pengumpulan
bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran
dibidang kehutanan;

laporan kejadian;

berita acara Tindakan Pertama Tempat Kejadian
Perkara (TPTKP) tindak pidana kehutanan;
berita acara keterangan saksi;

laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

peta kerawanan gangguan keamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

laporan kegiatan penyiapan bahan dan materi
identifikasi proses-proses alami guna
menunjang pemulihan kawasan akibat
gangguan keamanan hutan;

laporan kegiatan penyiapan bahan dan materi

identifikasi kerusakan hutan, kawasan hutan
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dan hasil hutan;

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
perencanaan program,;

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
penyusunan rancangan strategi kegiatan; dan
bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan

preventif, tindakan represif;

Polisi Kehutanan Mahir, meliputi:

1.

10.

11.

dokumen rencana  kegiatan semesteran
individu;

program kerja tingkat Kabupaten/Kota/Unit
Kerja;

program kerja tingkat Bidang
Pengelolaan /Bidang Wilayah;

program kerja tingkat seksi wilayah;

rancangan strategi kegiatan dibidang
perlindungan dan pengamanan hutan tingkat
Kabupaten/Kota/Unit Kerja;

rancangan strategi kegiatan dibidang
perlindungan dan pengamanan hutan tingkat
Bidang Pengelolaan/Bidang Wilayah;

rancangan strategi kegiatan dibidang
perlindungan dan pengamanan hutan tingkat
seksi wilayah;

laporan kegiatan ceramah, diskusi dan/atau
dialog interaktif dengan masyarakat;

laporan kegiatan pembimbingan kepada polhut
yang ada di bawahnya;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada pulau terpencil dan/atau
perbatasan negara;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil

hutan pada bandar udara/pelabuhan laut;
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laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada pusat informasi;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada pasar satwa/tumbuhan/ tempat
peredaran lainnya;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada lembaga konservasi;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada menara pengawas kebakaran;
laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada gudang senjata api dan/atau
amunisi;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada kapal patroli;

laporan patroli darat;

laporan patroli perairan;

laporan patroli udara;

laporan pemeriksaan peredaran tumbuh dan
satwa pada pemegang izin edar tumbuhan dan
satwa liar;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal gambut;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal batu bara;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran tinggi;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran rendah;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan

dan/atau lahan pada padang rumput;
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laporan kegiatan penanganan pasca kebakaran
hutan dan/atau lahan;

laporan operasi pengamanan hutan intelijen;
laporan operasi pengamanan hutan fungsional;
laporan operasi pengamanan hutan gabungan;
laporan kegiatan penangkapan tersangka
(dalam hal tertangkap tangan);

laporan kegiatan pemeriksaan terhadap orang
yang diduga sebagai tersangka;

laporan kegiatan pengamanan barang
bukti/speciment tumbuhan dan satwa liar;
laporan kegiatan pengawalan barang bukti hasil
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

berita acara serah terima barang bukti hasil
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

berita acara tindakan akhir penanganan barang
bukti hasil kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan;

laporan kegiatan penyelidikan/pengumpulan
bahan keterangan tindak pidana/pelanggaran
dibidang kehutanan;

laporan kejadian;

berita acara Tindakan Pertama Tempat Kejadian
Perkara (TPTKP) tindak pidana kehutanan;
berita acara olah TKP/pemeriksaan TKP tindak
pidana kehutanan;

berita acara penggeledahan terhadap
objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana
kehutanan;

berita acara pemeriksaan tersangka;

berita acara pemeriksaan ahli;

berita acara pemeriksaan saksi;

berita acara penahanan tersangka;
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berita acara pembantaran penahanan
tersangka;

berita acara penitipan tersangka;

berita acara penitipan barang bukti;

berita acara penyitaan barang bukti;

laporan gelar perkara;

laporan gelar perkara;

resume berkas perkara;

berita acara serah terima berkas perkara ke
kejaksaan;

surat penetapan P21/SP3/Difersi;

berita acara keterangan saksi;

laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

peta kerawanan gangguan keamanan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan;

laporan  hasil identifikasi  permasalahan
gangguan keamanan hutan;

laporan hasil identifikasi proses-proses alami
guna menunjang pemulihan kawasan akibat
gangguan keamanan hutan;

laporan hasil identifikasi gangguan keamanan
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
perencanaan program,;

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
penyusunan rancangan strategi kegiatan;
bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan
preventif, tindakan represif;

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana
kehutanan; dan

bahan materi telaahan hukum terhadap kasus
tindak  pidana  kehutanan yang  telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
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Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

dokumen rencana  kegiatan semesteran
individual,

dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
program kerja tingkat Kabupaten/Kota/Unit
Kerja;

program kerja tingkat Bidang
Pengelolaan/Bidang Wilayah;

rancangan strategi kegiatan dibidang
perlindungan dan pengamanan hutan tingkat
Kabupaten/Kota/Unit Kerja;

rancangan strategi kegiatan dibidang
perlindungan dan pengamanan hutan tingkat
Bidang Pengelolaan /Bidang Wilayah;

laporan kegiatan ceramah, diskusi dan/atau
dialog interaktif dengan masyarakat;

laporan kegiatan pembimbingan kepada polhut
yang ada di bawahnya;

laporan kegiatan pemetaan partisipatif
pembentukan Masyarakat Mitra Polisi
Kehutanan (MMP)/Masyarakat Peduli Api
(MPA)/Kelembagaan masyarakat lainnya;
laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada pulau terpencil dan/atau
perbatasan negara;

laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada bandar udara/pelabuhan laut;
laporan penjagaan terhadap perlindungan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan pada pusat informasi;

laporan kegiatan penjagaan terhadap
perlindungan pengamanan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan pada lembaga
konservasi;

laporan patroli darat;
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laporan patroli perairan;

laporan patroli udara;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal gambut;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada areal batu bara;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran tinggi;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada dataran rendah;

laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan
dan/atau lahan pada padang rumput;

laporan kegiatan mobilisasi sumber daya
pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan;
laporan operasi pengamanan hutan intelijen;
laporan operasi pengamanan hutan fungsional;
laporan operasi pengamanan hutan gabungan;
laporan kegiatan penangkapan tersangka
(dalam hal tertangkap tangan);

laporan kegiatan pemeriksaan terhadap orang
yang diduga sebagai tersangka;

berita acara tindakan akhir penanganan barang
bukti hasil kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan;

Laporan Kejadian (LK);

berita acara Tindakan Pertama Tempat Kejadian
Perkara (TPTKP) tindak pidana kehutanan;
berita acara olah TKP/Pemeriksaan TKP tindak
pidana kehutanan;

berita acara penggeledahan terhadap
objek/lokasi terkait pelanggaran tindak pidana
kehutanan;

berita acara pemeriksaan tersangka;

berita acara pemeriksaan ahli;

berita acara pemeriksaan saksi;

berita acara penahanan tersangka;

www.peraturan.go.id



37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

49 2019, No.1436

berita acara pembantaran penahanan
tersangka;

berita acara penitipan tersangka;

berita acara penitipan barang bukti;

berita acara penyitaan barang bukti;

laporan gelar perkara;

laporan gelar perkara;

laporan gelar perkara;

resume berkas perkara;

berita acara serah terima berkas perkara ke
kejaksaan;

surat penetapan P21/SP3/Difersi;

berita acara keterangan ahli;

laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai
ahli dalam proses persidangan;

berita acara keterangan saksi;

laporan kegiatan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses persidangan;

laporan kegiatan penyiapan bahan dan materi
sistem kepolisian kehutanan yang mengandung
nilai-nilai pembaharuan;

laporan kegiatan penyiapan bahan dan materi
sistem kepolisian kehutanan yang mengandung
nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
setiap karya teknologi tepat guna di bidang
kepolisian kehutanan;

laporan kegiatan penyajian informasi
kerawanan hutan;

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
perencanaan program,;

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
penyusunan rancangan strategi kegiatan;
bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
pelaksanaan tindakan pre-emtif, tindakan
preventif, tindakan represif;

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan

pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana
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59.

60.
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kehutanan;

bahan materi evaluasi terhadap kegiatan
penyusunan sistem kepolisian kehutanan; dan
bahan materi telaahan hukum terhadap kasus
tindak  pidana  kehutanan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional

Polisi

Kehutanan Kategori Keahlian sesuai jenjang

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),

sebagai berikut:

a. Polisi Kehutanan Ahli Pertama, meliputi:

1.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

dokumen rencana  kegiatan semesteran
individual,

dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
program kerja tingkat Provinsi/unit kerja;
program kerja tingkat Kabupaten/Kota/bidang
pengelolaan;

program kerja tingkat seksi wilayah;

rancangan strategi tingkat
Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;
rancangan strategi tingkat seksi wilayah;
laporan kegiatan sosialisasi;

laporan kegiatan pemberdayaan/penguatan
kelembagaan masyarakat;

laporan hasil analisa hot spots;

surat keputusan pembentukan MMP/MPA/
kelembagaan masyarakat;

laporan supervisi penjagaan;

laporan koordinator penjagaan;

laporan kegiatan pemeriksaan TSL;

laporan operasi intelijen;

laporan operasi gabungan;

laporan operasi tangkap tangan;

berita acara pemeriksaan tersangka;

laporan kegiatan pengamanan barang bukti;
laporan kegiatan PULBAKET;

Laporan Kejadian (LK);
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22. berita acara TPTKP;

23. Dberita acara olah TKP;

24. berita acara penggeledahan;

25. berita acara pemeriksaan tersangka;

26. berita acara pemeriksaan saksi;

27. Dberita acara penahanan;

28. berita acara pembantaran penahanan;

29. berita acara penitipan tersangka;

30. berita acara penitipan barang bukti;

31. berita acara penyitaan;

32. laporan gelar perkara;

33. laporan gelar perkara;

34. resume berkas perkara;

35. berita acara serah terima berkas;

36. surat penetapan P21/SP3/Difersi;

37. Dberita acara keterangan saksi;

38. laporan kegiatan sebagai saksi;

39. laporan hasil analisa ; dan

40. laporan hasil analisa;

Polisi Kehutanan Ahli Muda, meliputi:

1. dokumen rencana  kegiatan semesteran
individual;

dokumen rencana kegiatan semesteran tim;
program kerja tingkat Nasional /Internasional;

program kerja tingkat Provinsi/unit kerja;

o kK LD

program kerja tingkat Kabupaten/Kota/bidang
pengelolaan;

program kerja tingkat seksi wilayah;

rancangan strategi tingkat Provinsi/unit kerja;
rancangan strategi tingkat
Kabupaten/Kota/bidang pengelolaan;

9. rancangan strategi seksi wilayah;

10. laporan kegiatan ceramah/diskusi;

11. laporan kegiatan konsultasi/koordinasi;

12. laporan pembimbingan;

13. laporan kegiatan pemberdayaan dan penguatan

kelembagaan masyarakat;
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14. surat keputusan pembentukan MMP/MPA/
kelembagaan masyarakat;

15. laporan supervisi patroli darat;

16. laporan koordinator patroli darat;

17. laporan kegiatan pemeriksaan Tumbuhan dan
Satwa Liar (TSL);

18. laporan koordinator operasi intelijen;

19. laporan koordinator operasi fungsional;

20. laporan koordinator operasi gabungan;

21. laporan operasi tangkap tangan;

22. berita acara pemeriksaan tersangka;

23. berita acara penanganan barang bukti;

24. laporan kegiatan PULBAKET;

25. Laporan Kejadian (LK);

26. berita acara olah TKP;

27. berita acara penggeledahan;

28. berita acara pemeriksaan tersangka;

29. berita acara pemeriksaan saksi;

30. berita acara penahanan tersangka;

31. berita acara pembantaran penahanan;

32. berita acara penitipan tersangka;

33. berita acara penitipan barang bukti;

34. berita acara penyitaan barang bukti;

35. laporan gelar perkara;

36. laporan gelar perkara;

37. surat penetapan P21/SP3/Difersi;

38. berita acara keterangan saksi;

39. laporan kegiatan sebagai saksi;

40. laporan evaluasi kegiatan pre-emtif, tindakan
preventif, tindakan represif; dan

41. laporan evaluasi kegiatan yustisi;

Polisi Kehutanan Ahli Madya, meliputi:

1. laporan hasil kajian terhadap hasil identifikasi
data;

2. dokumen rencana  kegiatan  semesteran
individual;

3. program kerja tingkat Nasional/Internasional,
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rancangan strategi tingkat Nasional/
Internasional;

rancangan strategi tingkat Provinsi/unit kerja;
laporan kegiatan kampanye kepada masyarakat
dan/atau badan hukum;

laporan pembinaan penyelenggaraan
perlindungan dan pengamanan hutan;

laporan pembimbingan kepada Polisi
Kehutanan yang ada di bawahnya;

laporan kerja sama antar lembaga;

program kerja MMP/MPA/  kelembagaan
masyarakat;

laporan kegiatan pembinaan MMP/MPA/
kelembagaan masyarakat;

laporan supervisi patroli perairan;

laporan kegiatan komandan regu;

rencana operasi fungsional;

laporan supervisi operasi intelijen;

laporan supervisi operasi fungsional;

laporan supervisi operasi gabungan;

berita acara penanganan barang bukti;

laporan kegiatan penyelesaian kasus;

Laporan Kejadian (LK);

berita acara pemeriksaan penyidikan;

berita acara pemeriksaan keterangan ahli;
berita acara pemeriksaan keterangan saksi;
berita acara penahanan tersangka;

berita acara pembantaran penahanan;

berita acara penitipan tersangka;

berita acara penitipan barang bukti;

berita acara penyitaan barang bukti;

laporan gelar perkara;

laporan gelar perkara;

laporan gelar perkara;

surat penetapan P21/SP3/Difersi;

berita acara keterangan ahli;

laporan persidangan;
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35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

-54-

berita acara keterangan saksi;

laporan kegiatan;

rumusan penyempurnaan sistem kepolisian
kehutanan;

laporan hasil analisa konflik satwa;

laporan kegiatan pemberian keterangan ahli;
laporan hasil inventarisasi gangguan keamanan
hutan;

laporan hasil pemantauan pemulihan kawasan;
laporan hasil analisis kerusakan hutan;

laporan evaluasi perencanaan program;

laporan evaluasi penyusunan rencana strategis;
laporan evaluasi kegiatan pre-emtif, tindakan
preventif, tindakan represif;

laporan evaluasi kegiatan yustisi; dan

telaahan hukum terhadap kasus tindak pidana

kehutanan; dan

Polisi Kehutanan Ahli Utama, meliputi :

1.
2.

10.
11.
12.
13.
14.

rekomendasi perencanaan program,;
dokumen  rencana  kegiatan = semesteran
individual;

program kerja tingkat Nasional/Internasional,

rancangan strategi tingkat Nasional/
Internasional;
laporan pembinaan penyelenggaraan

perlindungan dan pengamanan hutan;

laporan pembimbingan Polisi Kehutanan yang
ada dibawahnya;

laporan kerja sama antar lembaga;

laporan kegiatan pembinaan MMP/MPA/
kelembagaan masyarakat;

laporan supervisi patroli udara;

laporan koordinator patroli udara;

rencana operasi gabungan;

rencana operasi intelijen;

laporan supervisi operasi gabungan;

berita acara pemeriksaan tersangka;
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berita acara pemeriksaan saksi ahli;

berita acara pemeriksaan keterangan saksi;
laporan gelar perkara;

laporan gelar perkara;

laporan gelar perkara;

berita acara keterangan ahli;

laporan persidangan;

berita acara keterangan saksi;

laporan kegiatan sebagai saksi persidangan;
rumusan sistem kepolisian kehutanan yang
mengandung nilai-nilai pembaharuan;

rumusan sistem kepolisian kehutanan yang
mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau
perbaikan;

setiap karya;

laporan hasil analisa konflik satwa;

Laporan Kegiatan (LK);

laporan hasil pemantauan;

laporan hasil pemantauan;

rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan;
laporan evaluasi rancangan strategis;

laporan evaluasi pre-emtif, tindakan preventif,
tindakan represif;

laporan evaluasi yustisi;

laporan evaluasi rumusan dan pengembangan
sistem kepolisian kehutanan; dan

telaahan hukum terhadap kasus tindak pidana

kehutanan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Polisi Kehutanan yang

sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan

ayat (2), Polisi Kehutanan yang berada satu tingkat di atas

atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat

melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara

tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
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Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

a. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas Polisi
Kehutanan yang berada satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80%
(delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir
kegiatan, tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

b. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas Polisi
Kehutanan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100%
(seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12
Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu pejabat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan kategori keterampilan dan kategori keahlian dapat
dilakukan melalui:
1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain; dan

3. promosi.
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Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1)

(2)

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 15

Pengangkatan dalam Jabatan  Fungsional Polisi

Kehutanan kategori keterampilan melalui pengangkatan

pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1,

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. memiliki tinggi badan bagi pria minimal 165 cm dan
bagi wanita minimal 160 cm;

e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan
bidang kehutanan dan paling tinggi D-3 (Diploma-
Tiga) Kehutanan;

f.  mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina;

g. mengikuti dan lulus Diklat dasar pembentukan
Polisi Kehutanan; dan

h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan kategori keahlian melalui pengangkatan

pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1,

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;
memiliki tinggi badan bagi pria minimal 165 cm dan

bagi wanita minimal 160 cm;
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e. Dberijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV
(Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi lain
yang ditentukan oleh instansi pembina;

f.  mengikuti dan lulus Diklat dasar pembentukan
Polisi Kehutanan;

g. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina; dan

h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi

lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan dari calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah

diangkat sebagai PNS, dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, dan mengikuti dan lulus Diklat dasar
pembentukan Polisi Kehutanan, paling lama 1 (satu)
tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum

mengikuti dan tidak lulus uji kompetensi dan Diklat

dasar pembentukan Polisi Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dinilai dan

ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan

Fungsional Polisi Kehutanan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2,

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. memiliki tinggi badan bagi pria minimal 165 cm dan

bagi wanita minimal 160 cm;

e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan
bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, Sekolah
Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan paling tinggi
D-3 (Diploma-Tiga) yang kualifikasinya ditetapkan
oleh instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan Kategori Keterampilan;

f. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV
(Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi lain yang
ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian;

g. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina;

h. memiliki pengalaman di bidang kepolisian kehutanan
paling sedikit 2 (dua) tahun;

i. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir; dan

j. berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan Kategori Keterampilan, Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama dan
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan Ahli Madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan Ahli Utama bagi PNS yang telah
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) Tharus
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mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan
fungsional yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2
(dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
diklat dasar pembentukan Polisi Kehutanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki sertifikat
diklat dasar pembentukan Polisi kehutanan.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
mengikuti dan/atau tidak lulus Diklat dasar
pembentukan Polisi Kehutanan diberhentikan dari
jabatannya.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan

tugas di bidang Kepolisian Kehutanan.

Pasal 17

Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan yang

memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-

Empat) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional

Polisi Kehutanan Kategori Keahlian, apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan Kategori Keahlian;

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang
ditentukan untuk Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan Kategori Keahlian;

c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

kultural;
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d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan
kualifikasi pangkat yang ditentukan untuk Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian; dan

e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurufj.

Polisi Kehutanan kategori keterampilan yang akan

diangkat menjadi Polisi Kehutanan kategori keahlian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka

Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan

dengan mempertimbangkan pengalaman dalam

pelaksanaan tugas sebagai Polisi Kehutanan

keterampilan.

Pasal 18

Polisi Kehutanan Kategori Keahlian yang menduduki

jenjang Polisi Kehutanan Ahli Utama dapat diangkat

dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama lain melalui
perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dberijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama
yang akan diduduki;

e. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional yang akan diduduksi;

f.  memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang jabatan fungsional yang akan diduduki
paling kurang 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan
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lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang

akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan melalui Promosi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 angka 3 dilaksanakan dalam hal:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan ; atau

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan satu tingkat lebih tinggi dalam satu
kategori Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan  melalui  promosi, harus  memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina;

b. memiliki sertifikat diklat dasar pembentukan Polisi
Kehutanan;

c. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

d. memiliki rekam jejak yang baik;

e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan

f.  tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan melalui promosi harus mempertimbangkan

kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan yang akan diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Polisi Kehutanan melalui promosi dinilai dan

ditetapkan dari tugas jabatan.
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Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 20
Setiap PNS yang diangkat menjadi Polisi Kehutanan wajib
dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penilaian kinerja Polisi Kehutanan bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan
sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kinerja Polisi Kehutanan dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan
target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.

Penilaian kinerja Polisi Kehutanan dilakukan secara
objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

meliputi:

a.

SKP; dan
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Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 23

Pada awal tahun, Polisi Kehutanan wajib menyusun SKP.

SKP merupakan target kinerja Polisi Kehutanan
berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan wunit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
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Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil penilaian SKP Polisi Kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 26

Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (2) bagi Polisi Kehutanan kategori keterampilan

setiap tahun ditetapkan paling kurang:

a. 3,75 (tiga koma tujuh Ilima) Polisi Kehutanan
Pemula;

b. 5 (lima) untuk Polisi Kehutanan Terampil;

c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Polisi Kehutanan
Mahir;

d. 25 (dua puluh Ilima) untuk Polisi Kehutanan
Penyelia.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, tidak berlaku bagi Polisi Kehutanan Penyelia,

yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan

yang didudukinya.

Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (2) bagi Polisi Kehutanan kategori keahlian setiap

tahun ditetapkan paling kurang:

a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Polisi Kehutanan
Ahli Pertama;

b. 25 (dua puluh lima) untuk Polisi Kehutanan Ahli
Muda;

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Polisi
Kehutanan Ahli Madya; dan

d. 50 (lima puluh) untuk Polisi Kehutanan Ahli Utama.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d, tidak berlaku bagi Polisi Kehutanan Ahli Utama

yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang
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jabatan yang didudukinya.

Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3), Polisi Kehutanan wajib memperoleh
Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.

Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit
dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh

Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27
Polisi Kehutanan kategori keterampilan yang telah
memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan
jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit
yaitu:
a. 3 (tiga) Angka Kredit untuk Polisi Kehutanan
Pemula;
b. 4 (empat) Angka Kredit untuk Polisi Kehutanan
Terampil; dan
c. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Polisi Kehutanan
Mahir.
Polisi Kehutanan Penyelia yang menduduki pangkat
tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10
(sepuluh) Angka Kredit.
Polisi Kehutanan kategori keahlian yang telah memenuhi
syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih
tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang
jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib
memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Polisi Kehutanan Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Polisi Kehutanan Ahli Muda;
dan

c. 30 (tiga puluh) untuk Polisi Kehutanan Ahli Madya.
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Polisi Kehutanan Ahli Utama yang menduduki pangkat
tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua
puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja

dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan dinilai sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

Capaian SKP Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai
untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
Capaian Angka Kredit Polisi Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150%
(seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit
minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan
Pasal 27.

Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan  pangkat/jabatan,
capaian Angka Kredit Polisi Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang
memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk
ditetapkan dalam PAK.

PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih

tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan
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Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Polisi Kehutanan mendokumentasikan hasil kerja yang
diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya.

Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik
hasil kerja Polisi Kehutanan.

Hasil penilaian dan PAK Polisi Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian

kinerja Polisi Kehutanan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Polisi Kehutanan diajukan oleh:

a.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum
lingkungan hidup dan kehutanan atau yang membidangi
pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan pada Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi
Kehutanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan atau yang
membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum

lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan
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Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan
Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.

Paling rendah pejabat administrator yang membidangi
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan atau yang
membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan
gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan
hidup dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan untuk Angka Kredit Polisi Kehutanan
Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.

Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan atau yang
membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah
untuk angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pemula sampai
dengan Mahir dan Polisi Kehutanan Ahli Pertama dan

Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit

yaitu:

1.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan pada Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi
Kehutanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum
lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan
Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
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Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman
dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan
kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk Angka Kredit Polisi Kehutanan Penyelia
di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk angka
kredit bagi Polisi Kehutanan Pemula sampai dengan
Mahir dan Polisi Kehutanan Ahli Pertama dan Ahli Muda

di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dan
ayat (3);

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

c. memberikan rekomendasi kenaikan = pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f.  memberikan pertimbangan penilaian SKP;

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Polisi

Kehutanan dalam pendidikan dan pelatihan.
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Tim Penilai Polisi Kehutanan terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi kesekretariatan pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan Ahli Utama
di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi penurunan gangguan, ancaman
dan pelanggaran hukum lingkungan hidup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk Angka Kredit bagi Polisi Kehutanan Ahli
Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kesekretariatan pada unit kerja
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi penurunan gangguan, ancaman
dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan
kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk Angka  Kredit Polisi
Kehutanan Penyelia di lingkungan Instansi
Pemerintah.

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kesekretariatan pada
Instansi Pemerintah untuk angka kredit bagi Polisi
Kehutanan Pemula sampai dengan Mahir dan Polisi
Kehutanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di

lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34
Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri
atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, unsur
kepegawaian, dan Polisi Kehutanan.
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;
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b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus berjumlah ganjil.

Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Polisi

Kehutanan Madya;

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Polisi

Kehutanan.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Polisi Kehutanan yang
dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit Polisi Kehutanan; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Polisi
Kehutanan.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Polisi

Kehutanan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS

lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja

Polisi Kehutanan.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi penurunan gangguan, ancaman
dan pelanggaran hukum lingkungan hidup, atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi penurunan
gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum
lingkungan hidup dan kehutanan pada Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Tim
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Penilai Pusat; dan
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim

Penilai Unit Kerja.

(10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim

Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh
Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau

instansi pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan diatur lebih lanjut oleh

instansi pembina.

(1)

(2)

(3)

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila

capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit

Kumulatif yang dipersyaratkan.

Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit

pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal
pada setiap periode.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Polisi Kehutanan, untuk:

a. Polisi Kehutanan dengan pendidikan SMA atau
sederajat tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

b. Polisi Kehutanan dengan pendidikan D-3 (Diploma-

Tiga) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

c. Polisi Kehutanan dengan pendidikan S-1 (Strata-
Satu) atau D-IV (Diploma-Empat) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d. Polisi Kehutanan dengan pendidikan S-2 (Strata-
Dua) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

e. Polisi Kehutanan dengan pendidikan S-3 (Strata-
Tiga) tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 37

Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Polisi Kehutanan

dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan;

b. keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan
dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC);

c. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;

d. perolehan penghargaan/tanda jasa;

e. perolehan gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan
tugas bidang polisi kehutanan;

f. pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan; atau

g. kegiatan penyelamatan (SAR) di Kawasan hutan.

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi

20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk

kenaikan pangkat.
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Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit
yang ditetapkan.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum
dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan  ketersediaan lowongan kebutuhan
jabatan.
Selain memenuhi syarat kinerja, Polisi Kehutanan yang
akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus
mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil
Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang
ditentukan oleh Instansi Pembina.
Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau
persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 39
Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Polisi Kehutanan
dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang

Kepolisian Kehutanan;
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b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Kepolisian Kehutanan;

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah
di bidang Kepolisian Kehutanan;

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang
Kepolisian Kehutanan;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
Kepolisian Kehutanan; atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang Kepolisian Kehutanan.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagi Polisi Kehutanan yang akan naik ke jenjang jabatan

Penyelia, Ahli Madya, dan Ahli Utama, Polisi Kehutanan

wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, dengan Angka

Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai

berikut:

a. 4 (empat) bagi Polisi Kehutanan Mahir yang akan
naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Polisi
Kehutanan Penyelia.

b. 6 (enam) bagi Polisi Kehutanan Ahli Muda yang akan
naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Polisi
Kehutanan Ahli Madya.

c. 12 (dua belas) bagi Polisi Kehutanan Ahli Madya
yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi

menjadi Polisi Kehutanan Ahli Utama.

Pasal 40
Polisi Kehutanan yang secara bersama-sama membuat
Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepolisian
Kehutanan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
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persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu,;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi
yang sama untuk setiap penulis.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang
jabatan bagi Polisi Kehutanan dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
Polisi Kehutanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam

satu jenjang.

Pasal 43
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak
tercapai, Polisi Kehutanan tidak diberikan kenaikan

pangkat/jabatan.
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BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
POLISI KEHUTANAN

Pasal 44

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan dihitung berdasarkan beban kerja yang
ditentukan dari indikator antara lain:
a. luas kawasan;
b. gangguan kerawanan hutan;
c. intensitas peredaran hasil hutan, tumbuhan dan

satwa liar; dan
d. kondisi geofisik kawasan hutan.
Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh instansi pembina setelah

mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 45
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan harus memenuhi standar kompetensi sesuai
dengan jenjang jabatan.
Kompetensi Polisi Kehutanan meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

instansi pembina.
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Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

Polisi Kehutanan wajib diikutsertakan pelatihan.

Pelatihan yang diberikan bagi Polisi Kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

Pelatihan yang diberikan kepada Polisi Kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam

bentuk:

a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis bidang Kepolisian Kehutanan.

Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Polisi Kehutanan dapat mengembangkan kompetensinya

melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

Program  pengembangan  kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai
Polisi Kehutanan (maintain performance)/Penyegaran
Polisi Kehutanan;

b. seminar;

c. lokakarya (workshop);

d. konferensi;

e. studi banding.

Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan Polisi Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

oleh instansi pembina.
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BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

Polisi Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
dan Jabatan Pelaksana;

f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Polisi Kehutanan yang diberhentikan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai

dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir

yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit
dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Kepolisian

Kehutanan selama diberhentikan.

Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan

dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan; atau

b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan

Fungsional Polisi Kehutanan.
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Pasal 48
Polisi Kehutanan yang diberhentikan karena ditugaskan pada
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf
e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat
terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah
diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya,
setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia

kebutuhan.

Pasal 49

(1) Terhadap Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan
pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang
Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

(2) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan.

Pasal 50
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XIII
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51
Instansi pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 52
(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan yang bertanggung jawab
untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.

www.peraturan.go.id



2019, No.1436

(2)

-82-

Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan;

menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan;

menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan;

menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian kualitas hasil kerja Polisi Kehutanan;
menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
[lmiah di bidang Polisi Kehutanan;

menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan;

menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan;

membina  penyelenggaraan pelatihan Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan;

menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan;

menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk  teknis Jabatan  Fungsional Polisi
Kehutanan;

mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan;

memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan;

memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;

memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan;

melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan

oleh Lembaga Administrasi Negara;
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q- melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan di seluruh
Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan
tersebut; dan

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
dalam rangka pembinaan karier Polisi Kehutanan.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan setelah mendapat

akreditasi dari Instansi Pembina.

Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf I, huruf

m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan

hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Polisi

Kehutanan secara berkala sesuai dengan perkembangan

pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan

tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji

kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh

Instansi Pembina.

BAB XIV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 53

Organisasi profesi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

yaitu IPKI.
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Setiap Polisi Kehutanan wajib menjadi anggota IPKI.

I[PKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

[PKI mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a, ditetapkan

oleh IPKI setelah mendapat persetujuan dari pimpinan

instansi pembina.

Pasal 54

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan IPKI
bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja instansi
pembina dengan IPKI diatur lebih lanjut oleh instansi
pembina, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Polisi Kehutanan yang bertugas di daerah
terpencil/rawan /berbahaya, dapat diberikan tambahan
Angka Kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen)
dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok
dalam PAK.

Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan

tugas di daerah tersebut terpencil/rawan/berbahaya.
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Kriteria dan penetapan daerah
terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh pimpinan Instansi
Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 56
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
pembebasan sementara Polisi Kehutanan karena tidak
dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak
berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
Keputusan pembebasan sementara bagi Polisi Kehutanan
yang disebabkan karena:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Polisi
Kehutanan;
d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya,;
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang
dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka

Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

(3) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya
apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan

masa pembebasannya, sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan.

Pasal 57
Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional

Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Pasal 58
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,
Polisi Kehutanan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 59
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja organisasi, Polisi Kehutanan dilarang rangkap Jabatan
dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator,

Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 60
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan
sebelum pedoman  perhitungan kebutuhan  Jabatan

Fungsional Polisi Kehutanan ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
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dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 62
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan
Fungsional Polisi Kehutanan diatur dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-

masing.

Pasal 63
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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FERATURAN MENTERI PENDATAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAST REFTBLIK INDONES 4

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG JABATAN FUNGEIONAL POLISIKEHUTANAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGRIONAL POLIS] KE HUTANAN KATEGORI KETERAMPILAN

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN BATUAN HASIL g?gﬁ FELAKSANA KEGIATAN
1 2 3 4 5 5 7
T [F B Frogrmm 1. [Melalakan iden B kas] daba unbuk perencanaan Taporan Hasil 552 Terampil
[Ferlindungan Dan T [Mengusin mneana kegiabam semestemn
[Pengamanan Hutan, o [indadval Dolcamen renzana 001 Femul
[Kamazan Hutan dan kegiatan indvidusl 551 Toramrd
[Fasil Hutan £ feramp
0055 ki
0,06 Penyelia
b [Dalam Tim
1] [Memaimpin penyusunan rencana kegiatan Dokmen rencana = Fenysia
[2) [Melalokan penatalaksanaan peryrsunan kegiatan tm 0,06 Femula,
[rencana kegiatan ssmesteran 0,14 Terampil
3. [Menyusun program kega dalam tm.
a [Tingkat Kab / Kota / Unit Kerja
1] [Memimpin penyusunan program kega Pregram Eerja 0,18 Penyela
[2] [Melaloskan penatalaksanaan penyusunan Program Kerja. 0,08 Mabir
[rogrmm kerja
5. [Bidang Pengelolaan J Didang Wiayah
T] [Meealmpin penyusanan program kega, Frogram Kezia 35 Fenysha
[2] [Melaloskan penatalaksanaan penyusunan Program Kerja. 0,07 Mabir
[rogrmm kerja
c. [Bekei Valayah
[1) [Memnimapin pensusunan prmgram kega Program Keria 0,08 Wadair
2] [WMelaloskan penatalaksanaan penyusunan Frogram Kemia. LX) Terampil
[program kerja
Penyusunan Rancangan Shrategi | 1 |Menyusun rancangan strategi kegiatan dibidang
Kegiatan perlindingan dan pengamanan hutan dalas tin
3 [Tingkat Kabupaten { Kota / Unit Kerja:
[1) [M=mimpin pensusunan ransangan stabegi Fancangan Stratezi 624 Penyelia
1| R Strategi CRG) Wabir
[eansangan shagi
[is. [Bidang Pengelolaan | Bidang Wilayah
1] Memimpn " B Fhrabea] ) Fenyeln
] [Meleleatan 2 Frratesi L] b
rancangan soategi
o, [Bekei Valayah
] rabe: 2 Strategi 508 Mahir
Welalmkan F: Strategi oLz Terampil
rancangan soategi
T [Felah Tindakan Dre-Emtf, | L [Tndakan pre-ertf
[Perlindungan dan. Tindakan Frewentif, Tindakan a. potensi Laporan Kegiatan 0,02 Femula
[Pengamanan Hutan, Represit [k [Aniangsama/Kunivmgan ke masyarakat Laporan Kegitan 0,01 Peanula
[Kamazan Hutan dan EER Terward
[Fasil Hutan £
. [Melaloskan ceramah, Diskusi dan/ata dalog Taporn Kegatan .08 Tahir
linteraktif dengan masyarakat 009 Peryelin
4 [Melalotkan pembimbingan Polici Kehutanan. Taporan Kegiatan .01 Terampil
[ awmals jenjang jaatannya terkait kepolisian 555 T
[ 005 Penyelia
= [Melalokan pemetaan partisipabil pembentukan Taporan Kegiatan 5,18 Penyelba
Mitra Polisi Kehuta (MME)
[Masyazaleat Peduli Awi (MFA) / Kelerb agann
hasyarmbat ladrmya.
[ [Melalozkan pendampingan Pelaksansan Kegiatan | Laporan pendampingan 006 Bemula
[Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan. .04 Terampil
(MMP) /Masyarakat Peduli Api [MPA) / Satuan
[Pengaman Hutan [3PH) / Kelembagaan masysmbat
ainnya
2. [Tindakan Prewntl
3 [Melalozkan kegiatan persiapan dan /atan
[pemeliharaan sarana dan prasarana untuk
1] [patroli udara, Laporan Kegiatan .02 Terampil
[2) [patrcl perairan Laporan Kegitan 0,02 Tersampil
[37 [paral darat Taporn Kegitn 000 Femula
[4] [Pengendalian kebakaran huban san/atau Jahan, Laporan Kegiatan 0,02 Bemula.
b Tegiatan penjagaan terhadap
hutan, L hute
o hasil butan pada
1] [Pulau berpencil dan/atau perbatasan negara Laporan Penjagaan. 0,03 Bemula.
504 Terampil
5.9 ki
0,18 Penyelia
[2] [bandar udara pelabuhan laut Taporan Penjagaan. 0,03 Mabir
0,06 Penyelia
[3) [pusat inforamasi Laporan Penjagaan 053 Mabix
555 Penyelia
] [termimal bus/ stasiun KA Taporan Penjagaan. 001 Bemula
001 Termmpil
5] [Fazar satwm 7t ibams 7 tempat peredaran. Taporan Fenjagaan 560 Femula
Lainnya 001 Terampil
0,03 Makir
IB] [Cembaga Konsermsi Taporan Penjagaan. 005 Mabir
5505 Fenyelia
[7] [menam pengawms kebakaran Taporan Penjagaan. .01 Pemula
0,01 Terampil
505 Wabir
[B] [oarans bkt Laporan Penjagaan 061 Femula.
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NO UNSUR 8UB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL g?DKP[ FELAKSANA KEGIATAN
T B 3 B B 5 7
EER Tersspll
(8] [Crudang Senjats Api dan] atau amumnisi Laporan Penjagaan EXI Femula
0,51 Terampil
553 Tk
10[keapal patroli Lapomn Penjagaan 0,01 Pemula
001 Terampil
003 Wakir
11]pes aga / pondok jagapendak kega Laparan Penjagaan 0,00 Pemula
551 Terampil
B pabroli
1] [Darat Taporan Fatroli 0%z Femula.
555 Tersmpll
558 ki
0,16 Penye=lia
(2] [Perairan Tapomn Patoli O Pemula
555 Tersmpll
0,08 Mahir
0,16 Peny=lia
5] [ddars. Taporan Patoli 505 Wabir
556 Peryelia
B peredaran fumb uban dan
|zatwm pasda
1] [Tempat/agen pengumpul tumbuhan dan catwm | Laporan Femeriksaan 0oL Pemula
EEH Termmpll
] [pemegang i sdar fush uban dan satw Bar Taporan Pemeriaan o b
B Legiatan s=leat baloar dalam Laporan Kegiatan 0,02 Pemula
lranglca pensegahan kebaloran Intan dom jatu
. legiatan Laporan Kegiatan 0,01 Terampil
Halass rangla pencegahan kebakaran hutan
. [Melalzanakmn pengelolaan baban hakar [ampan Taporn Kegiatan o5 Terampil
lapi] dalam rangka pemadaman kebakaran hutan
b [Melaksanaksn ground check hotspots Berita acara EXI Femula
pemeriksaan 0,01 Teram pil
Ton ok Represd
3 [Melalaikan pemadaman kebakamn hutan danjatau
lahan pasa
] [azeal gambut Taporn Kegitn 501 Femula
551 Terampil
003 Mahir
0,05 Penyelia
T [azwal haba hara Taporn Kegmtan 501 Femula
0,01 Terampil
003 Wakir
0,05 Peny=lia
3 [Aatazan binzel Laporn Kegiatan 501 Femula,
001 Terampil
0,02 Wakir
004 Penyelia
) [dakazan rendah Taporn Regintan 501 Femula
001 Terampil
0,02 Mahir
554 Penyelia
5 [padans ramput Taporn Kegitn 501 Femula
001 Terampil
0,02 Makir
0,04 Penyelia
fis mobilisasi summber daya pemadaman Lapomn Kegiatan 0,08 Penyelia
[lkebalaran hutan dan fatau lahan
5. [Melalaihan penanganan passa kebakaran hutan Laporn Kegatan 0,04 Wahir
ldan fatau lahan.
d [Melaksanakan kegiatan penanganan satwa Liar
dengan melalokon :
1) [peneeivingan; pengusivan Laporn Kegiatan 501 Femula,
0,02 Terampil
2 [penanghkapan Laporan Kegitan 0oL Terampil
3] [penjagamn Laporn Kegimtan 501 Femula
4 [pemimdahan Laporn Kegiatan o01 Terampil
5 Lapomn Kegiatan 00z Terampil
5] [pemusnahan satwa liar yang membahayakan Laporan Kegiatan 502 Terampil
dan/ atau tidak memiliki harapan untak
divelokasi dan fata tidak memiliki harapan
[hidup pasa habitatnya
B Tegiatan operasi Tt
1] [fmtelien Taporan Operast 005 Tz
5.1 Penyelia
[2) [Fungsional Laporan Operasi 0,02 Femula
0,02 Terampil
5.5 ki
0,10 Penyelia
5] [Gabungan Laporan Operasi 0,02 Femula
002 Terampil
005 Mabir
5,10 Penyelia
3 tersangka [dalam hal Laporn Kegatan CX Femula
[tertangleap tangan) 001 Terampil
55Z Tk
554 Peryelia
5. [Melakukan pemeriksaan terhadap omang yang Laporan Kegiatan EXI Terampil
iduga sehagal tersang] 005 Mahir
555 Penyelia
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NO UNSUR 8UB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL gﬁg‘?{ FELAKSANA KEGIATAN
T B 3 B B 5 7
T, [Welakoakan pengawian cmng yang Gaves Berits Aowm Temgawlan | 002 Terammil
ltersangka
T [Melakoikan penyerahan orang yang diduga [Berita fAcara Penyerahan 0,01 Terampil
lbersangla
i arans buldi/ Laporan Kegintan 0,01 Femula.
lnsssbulsan dan satw liar 351 prT—
555 ki
k. [Melalatkan penilaian jumlah, wlume/ ukuran Berita Acara Taksiran 5,01 Terampil
arang bukti
T [Melaloxkan pengammlan barang bulh hasil kegiatan Taporan Kegiatan .01 Terampil
[perlindungan dan pengamanan Iutan, kawmsan 505 b
[utan dan hasil huatan i
m. Melaloikan serah berima barang bulkt hasil Berita ficara Serah 0,01 Terampil
[egiatan pertindungan dan pengamanan hutan, Terima 505 Tl
[eawasan Butan dan hasi hutan
1. [Melalakan tindakan akhir penanganan barang Berita Acara .02 Mahir
ulcti hasil kegiabu dan 0,04 Penyelia
Mhutan, kawmsan hutan dan hasil hutan
Pelaksanasn Kegiatan Tustsi T [Welakokan kegiatan Peryelidikan /Pengumpulan Bahan
Tindal Pidana Kehutanan Heterangan
. [Melaloikan peryelidikan, Pengumpulan bahan Laporan Kegiatan .64 Terazaril
[eeteranzan findak pidana/pelangzamn dibidang 510 Tiakr
[Kehutanan
b [Msmbuat laporan kejatian (LK) Taporn Kejadian 501 Terazaril
0.04 Mabir
0,09 Penyelia
. [Melalokan penanganan dan/atau Tindakan Berita Acara TPTHD 02 Terampil
[Pertaena Tempat Kejaian Perkara [TKB) tindak 5085 b
[pidana Jehutanan 1o e
= kegiatan Permpadikan tndak pidana
lshutanan
. [Melaloikan Clah TEF/ Femerikanan TRP Goiak Berita Awra Ok TEF 008 b
pidana kehutanan 0,15 Penyelia
b terhadap objek/lok Berita ficara 0,07 Mahir
Iberkait pelanggaran tindak pidana ke hutanan Penggeledahan, .14 Feryelin
B Torcangla dalam p Berita Acara .08 Uahir
ez als picdana behutanan Pemeriksaan oI5 —rr
X Tegiatan dadam hal Berita foara, 008 Wahir
b hli dalam p
ltindlals pidana kehutanan o8 Penyelia
= [Melalozkan kegiatan pemeriksaan dalam hal Berita foara, 008 Wahir
[keterangan saksi untuk proses penyidikan tindak Pemeriksaan .18 Feryelin
[piana Jehutanen
[ [Melalozkan kegiatan penahanan tersangka dalam | Berita Acara Fenahanan 508 Wahir
lproses penyidikan tindak pidana kehutanan .06 Feryelin
5. legiatan Berita A 0,04 Mahix
[tersanzlia dalam proses penyidikan tindak pidana Pembantaran OhH] Teryeln
Penahanan
b [Melaloikan hegiatan penitpan dalam proses
Ipenyidikan tindak pidana kehutanan meliput
[a [Tersangka Berita Acara Penitipan 004 Mabir
008 Penyelia
Barang buld Berita Acem Pemtpan 005 Tz
010 Penyelia
B Tegiatan taan harang hukt dalam | Berita Acara Peryitaan 0,04 Mahir
lproses penyidikan tindak pidana kehutanan 508 Feryelin
[ [Melalsanaks kegintan gelar pedara =hazal
1] [A5E Taporan Gelar Ferkam 008 Penyeba
2] [Penyidik Taporan Gelar Perkara. 05,05 Mabir
553 Penyelia
3] [Feeerta. Taporan Gelae Perlara, 005 T
0,09 Penyelia
k Teziatn Teras perkam | Resume BerkasPerlara | 0.8 Thhir
[untulk diserahlkan ke kejaksaan
! 012 Penyella
T [Melakoakan penyeraban berkas perkara ke Berita Acara Serah 0,02 Uahir
[kejaksaan dalam rangla penperahan tahap [
" penyes ® oad Penyelia
= perhalkan herkas perkara [F19) Bingga, Furat Penetapan X Tk
[P21/8P5/Difersi P21/8F3/Diersi 518 Y
4 [Melalzanakan pemberian ketrangan sshagal abl
|dalam. proses
1 Berita Avara Keterangan 0,18 Penyelia
Al
7] [Fersdangan Taporn Kegitn 3 Fenyebn
- pemberian g sxdt
[Aalaan proses
1] [Penyidilan Berita foara Keterangan | 002 Femula.
Saksi 002 Terampil
0,06 Mabir
0.1z Penyelia
2] [Persidangan. Laporan Kegiatan 5,01 Pemula.
002 Terampil
004 Mabir
0,08 Penyelia
[l Telmis Bistem Kepolisian | 1. |Melakukan penatalaksanaan bahan dan mater sistem Taporan Kegiatan 0.60 Penyelia
dan kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai
[Fengazaanan Hutan, pembaharuan
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o UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATIAN HASIL gﬁé‘; FELAKEANA KEGIATAN
T E E 4 B B 7
[FoATmEarn FTutan 455 2. [Melakulkan penatalaksanaan bahan dan materi sistem Lapomn Kegiatan 0.6 Fenyelia
[Fasil Hutan kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai
penyempurmaan ata perbailan
3. [Melaksanalan penermpan telmologi Epat zuna di Betiap Kanya. 037 Fenyelia
[bidang kepalisian kehutanan
4, [Memb uat peta kerawmnan gangguan keamanan hutan, Teta Kerawnan 002 Terampil
kamnsan hutan dan hasil hutan 555 -
5. [Menginput data Bndak pilana kehutanan pada register | | Register Ferkam 001 Femula
pericara
B Penyaan mformasi Taporan Kegiatan 5,16 Fenyeba
kerawanan hutan
EAT dan F: Kegiatan 1 [Melakukan identifilasi pensasalahan gangguan Laporan hasil 004 Makir
[Emluasi dan. keamanan hutan identifikasi
jdan Fengamanan. Hrutan, Kawasan Hutan dan Hasil |3 [Welakukan penatalabeanaan bahan dan mater Laporan Kegiatan 5,00 Terampil
[Elutan, Kawacan Hutan | |Hutan o
laus Hasil Hutas - Jeamanan hutan,
3 [Mellcrloan iden thkas] proses proses alami gana, Taparan hasil CEE) Takir
menuniang perulihan kamsan aldhat gangguan identifikasi
keamanan hutan
& [Mehloukan penatalaksanaan bahan dan mater Taporan Kegiatan 061 Terampil
identifikasi herusakan hutan, kawasan hutan da hasil
hutan
5 [Melalkukan identifikasi gangguan keamanan butan, Laporan basil 0,05 Makir
kamasan hutan dan hasil huban identifilasi
Evaluns Kegiatan Perlindungan | 1. [Melkukan penatalakeanaan hahan maben svaliss
dan Pengamanan Hutan, terhadap Legiatan
Hammsan Hutan dan Hasil Hutan | T m s s Bahan Mater Evaloast 51 Terampil
o003 Takir
0,08 Fenyelia
[ [Pemyusunan rancangan chategi kegiatan Baban Materi Evaliasi 061 Terampil
o003 Takir
T06 Fenyelia
. [Pelakeanaan tndakan pre-emtl, Gndakan preventf, | Baban Materi Evaliasi 061 Femla
ltindalan represit
= 001 Terampil
CES ki
0,06 Penyelia
T [Felakoanasn kegiatan yustisl Sndak pidana Faban Materi Evalasi 05 Thahir
e rutanan
T06 Fenyelia
= [Pemyusiman sistem kepolisian kehutanan Baban later Evalias 065 Penyeba
[ ahan mater] Fahan Materl Telaahan 05 Tahir
hulaim terhadap kasus tindak pidana kehutanan yang 55 =
telah mempumyai kelkuatan huloam tetap + ryela

MENTERI FENDAVAGUNAAN APARATIR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKEASI REPUBLIK INDONES 1A,
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NO UNSUR SUB UN2UR BUTR KEGIATAN SATUAN HASIL g?gi; PELAKSANA KEGIATAN
1 z 2 4 5 7
I Program T Leajian terhadap basil identifkasidata | Laporan Hasil Kajian 024 ARl Madya
Perlindungan Dan uontuk perencanaan program.
Pengamanan Hutan 2. [Menyusun rekomendast terhadap hasll kejan Rekomendasl 038 ERDL Utama
Kawnsan Hutan dan Hasil Perensanaan Program
Hutan 3. |Menyusun rencana kegiatan semesteran «
2. | rvidual Dokumen rencana. 0,05 Ahl Fertama
Jeegiatan indmvidual
® T.I0 BE W
0,15 ATl Madya
0,20 ARl Utama
. [Daloms T
1] [Memimpin penyusunan rencana kegitan Dokumen rencans, 0,32 AT Muda
semesteran kegiatan tim
2] |Melakukan penatalaksanasn penyusunan Dokumen rencana. 0,14 AbL Perbama
rencana Legiatan semesteran Legiatan tim
nyusun progmmm kerja dalas fim
. [Tinghat Nasional/ Internasional
1) [Memimpin penyusunan program kerja Program Kena 05 bl Utama
7] |Melalukan penatalaksanaan penyusunan Program Kexja 0,4 Al Muda
progeas ketia T35 ARI Wadya
. [ Provine /it Keria
1) [Memimpin penyusunan program kerja Program Kerja 024 Ahli Musa
2] |Melakukan penatalaksanasn penyusunan Program Kenja 511 Abl Pertama
program ketia
. [Kabupsten/Kota/Bidang Pengslolaan
1) [Memimpin penyusunan program kerja Program Kerja 030 ART Wuka
2] |Melakukan penatalaksanamn penyusunan Program Kena 0,09 Abl Pertama
program kega
L [Sckei Wilayah
1] [Memimpin penyusunan program keta Frogram Kenja 030 FhE Wi
2] |Melakukan penatalaksanamn penyusunan Program Kerja 0,10 Abli Pertama
program kega
® ategi kegiatan Abidang
Strategi Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dalam tim
. [Tngkat Nesmal/ Inbernasional
T] [Memiapin rate ® Foateal 538 ARE Utama,
3 [Bizladeukan ® Stratest 050 AhE Madya
rancangan strategi
. [ Provins /Uit Kerm
T] [Memiapin rate ® Foateal 554 ARE Madyn
3 [Bizladeukan ® Stratest 0,52 AbE Muda
rancangan strategi
. |[Habupaten/Kota/Bidang Rengelolaan
1] [Memizmpin rate ® Stratesi 027 AbE Muda
2] [Meladeudian penatalalsanam penyusunan | Renoangan Strategl 01z BE Pertama
rancangan strategi
A [Sekei Vilayah
1] rate; ®: Shrategt 020 EhT Wusa
2 [Mehddan 3 Toata 0,10 FBE Pertazma
rancangan strategi
I Tindakan Pre- Tindalan pre-embf
dan Pengamanan Hutan, [Ermtf, Tindakan Freventif, = | E Tepad T 2 o 0,08 Ak Pertama
[Kawmacan Hutan dan Hasil Tindalcan Represif san fatau badan hukum
s k. |Melakoakon kampanye kepada masyarakat Laporan Kegiatan 0,14 AhL Wadya
dan jatau badan ulous
o [Mellkan ceramah, diskus dan dialoy Taporan Kegiatan 503 ABE Muda
interaktif dengan masyarakat
A [Wi=laloxkan konsultasi koordinast dengan Taporan Kegiatan 0,06 BhT Mudga
mitrafinstansi terlait
=. [Melalualan pembinaan penyelenggaraan Laporan Pembinaan 0,18 bl Madya
perlindungan dan pengamanan hutan 5 IR
1 [Melalakan kepada Laporan 0,08 “Abli Muda
2ola dli bawabnya 012 AT Madya
T8 STy
2. [Melakotkan Legiatan pemberdayam dan Laporan Kegintan 008 T Fertama
penguatan kelembagaan masyarakat dalam
rangks perlindungan dan pengamanan hutan 0,16 Hbli Muda
b [Melalulan kegiatan fasilitas dalam anghka Laporan Herja sama 0,15 bl Madya
membangun hubungan kerja sama antar
lembaga baik maupim swasta o0 Ali Ut
i [Melalatkan kegiatan acichenci dalam rangka Program Kerja 027 Al Madya
penyusunan program kerja Masyaraket Mitra.
Pelisi Kelnutanan [MMP) Masyarakat Peduli Api
MIPA)/ kelemb agaan m: t
q Toeginban analisiz Laporan Hasil Al 507 FEE Fertama
rangla pensegahan kehalaran hutan dan fatan
A‘Fhm
Wielaloxkan kegiatan pembenbikan Masyarakat Surat Keputusan 023 AbL Pertama
Witra Folisi Kehutanan [MMP] fMasyarakat 045 Ahl Muda
Feduli Api (MPA)/ kelembsgaan masyarakat
dalazs rangha perlindungan dan pengamanan
1 Tegiatan pembinaan Masyarakat Taporn Kegiatan 0,15 AR Wadya
Mitra Folisi Kehutanan [MMP) /Masysrakat 520 BT Utama,

Podluli Api (MPA)/ Lelembagaan masyaralat
dalaun rangka perlindungan dan pengamanan

Tindakan Preventf
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NO UNSUR BUB UNSUR BUTR KEGIATAN SATUAN HASIL KE?D" PELAKSANA KEGIATAN
1 z 2 4 5 5 7
& [Melalakan kegiatan supervidl pada
1] [patoli udara Laporan Bupervisi 0,12 AhL Utama
2) [patoli perairan Laporan Bupervisi 024 ARL Madya
3] [panek dart Taporan Supervs] 018 FBE Wuda
4) [penjagaan Laporan Supervisi 0,04 ARl Pertama
b, [Melalorkan kegiatan sehagal komandan regu
pada -
1) [patoli udara Laporan Koordinator 0,16 AhL Ubama
2] |pancl perairan Laporan Koordinator 024 AL Madya
3) [patok damt Laporan Koordinator 0,12 Bhl Muda
4) [penjagaan. Laporan Koordinator 0,08 Al Pertama
o [Melakorkan pemerikonan peredaran fushuban
dan fatau satws pada
1] [lemb aga Konserms Taporan Kegiatan. 0,09 AR Muda
2] [Penangkaran tumbithan den satwa Lar Taporan Kegiatan. 0,05 Al Pertama
3. [Tdakan Repreaf
& [Menpusun rencana operasi
1] [Gabumgan Rencana Operasi 054 ABL Utama
2] [Entelien Rencana Operasi 054 ARL Utama
3) [Fungsional Rencana Operasi 0,48 ARL Madya
b, [Melaksanakan sapervisi operasi int=ljen dalam Laporan Supervisi 024 ARL Wadya
Legiatan pengamanan hutan
o |Menghoordinir operasi intelijen dalam kegiatan | Laporan Koordinator 0,16 Ahl Muda
pengmmanan hutan
A |WMelaksanakan operasi inteljen dalam Legiatan. Laporan Operasi 0,10 ARl Fortama
pengmmanan hutan
o [Melaksanakan superis operast fangsional Taporan Supervsi 021 ARty
dalam kegiatan pengamanan hutan
f |Menghoordinir operas fungsional dalam Laporan Koordinator 0,14 Ahl Muda
Legiatan pengamanan hutan
= laksanakan supervisi operasi gabungan Laporan Supsrvisi 024 AR Madya
daloum kegiatan pengamenan hutan 552 Ty
. [Menghoortini operast gabungan dalam Taporan Koordinator 020 BT Wt
kegiatan pengamanan hutan
i |Melaksanakan opermsi gabungan dalam Laporan Operasi 0,10 ALl Pertama
Legiatan pengamanan hutan
i [Melaloikan penangkapan diduga tersanglea. Laporan Operasi 005 Bhl Fertama
(Ralam hal tertanglap tangan) 510 T Tt
1 |Welaloikan pemeriksaan terhadap orang yang Berita Acara 004 Al Fertama
dishuga s=bagai bersangka Pemeriksaan 558 FIRT T
1 [Melaloakan pengamanan barang bkt hasl Laparan Kegiatan 0,05 ARl Pertama
operasi pengamanan hutan, kawasan hutan
o[ Melalaskan tindakan barang Berita 0,09 Abli Muda
[buldi hasil operasi pengamanan hutan, 5,14 B Madya
awasan hatan dan hasil hutan
5. |Mewaldli lembaga dalam proses L Fegiat 0,12 ARL Madya
kasus tindak pidana kehvtanan
Kegiata T prs——"
Tustisi Tindak Fidana Bahan Keterangan
& [Welalaikan penyelidikan, Fengumpulan bahan Tapomn Kegiatan 0,10 Al Fertama
keterangan tindak pidana/pelanggaran
dibidang Kehutanan 020 Ahli Muda
b, [Membuat Lapomn Kejadian Taporan Kejadian. 005 Al Fertama
0,10 BT Woada
0,15 AR Madya
5 |Welalaikan penanganan dan /atan Tindakan Berita Acara TOTKP 0,06 Al Pertama
Fertama Tempat Ksjadian Ferlara [TKP] tindak
pidana kehutanan.
2. [Melalatkan kegiatan Penyidikan tindak pidana
kehutanan
| Olah TEE; THP tindak | Berita Olah THP 007 Ahl Fertama
pidona lehutanan 0,14 Abli Wada
b, [Melaloakan Fenggeledahan terhadap Berita Acara 007 Akl Pertama
chjek/Iokasi terkait pelanggaran tindak pidana. -
b 0,14 Abli Wada
o |Memerikea fersangka dalam proses penyidikan Berita Acara 0,09 Ahl Pertama
tindlale pidana kehutanan Pemerilsaan 518 T Tt
037 AR Wadya
038 AET Teama
A [MeTalorkan kegiatan pemenilsaan dakm hal Berita Acara 037 ARI Wadya
meminta keterangan Akl dalam proses Pemeriksaan 535 AT Tt
penyidikan tindak pidana kehutanan
=. [Melalualan kegiatan pemeriksaan dalam hal Berita ficara 0,09 Ahl Fertama
saksi untuk proses 5,18 bl Wi
tindal pidana kehutanan
037 AR Wadya
038 AET Teama
T [Melakokan kegiatan penahanan tersangka Berita Acara Penahanan 005 BT Pertama
dalas proses penyidikan tindak pidana 558 T Tt
kehutanan
0,14 Akl Madya
B Tegiatan & Berita 554 BT Fertama
tersangla dalam proses tindak 508 T Wi
it kehutanan
0,12 ARl Madya
T [WeTalokan kegiatan penitipan Aalm prosss
penyidikan tindak pidana kehutanan meliputi
1) [Tersangka Berita Acara Penitipan 005 Ahl Pertama
0,10 Ahli Muda
0,15 Akl Madya
7] |Bazang buks Berita Acara Penitipan 005 BT Pertama
0,10 Ahli Muda
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NO UNBUR SUB UNSUR BUTR KEGIATAN SATUAN HARIL et | Prraxman kmcmTAN
1 z 3 7 5 & 7
515 ART Wadya
i [Melakukan kegiatan penyibaan barang bukh | Beribs Acars Penyitaan, 0,05 BT Pertama
dalam proses penyidian tindak pidana o.00 BT M
hehutanan 515 ARl Moy
T pr——— 5
My Laporan Gelar Perlara 0,14 BT My
0,18 BT Uama
2) [Peraik Laporan Gelar Perkara 005 ABE Pertama
EEH] BT Mada
CAE: ERT o
018 Abi Utnma,
5] [Pezeria Laporan Gelar Perkara 005 BT Pertama
009 Bl Muda
014 Ak Madya
0,18 BT Ubama
I [Melalnkan kegiatan penyusunan befas Fesume Berkas Ferkam | 0,06 AEE Fertama
perlars unbul dissrahlan ke kejaksvan
I [Melkukan penyershan berkas perkera ke Berits Aowrs Serah 553 FBE Fertama
keiadowan dalam rangka whap 1 Berka:
5. (Wl alonkan per alloan beskas perlara (D19 Furat Fenctapan EEH 7BE Fertama
hingga F21/8E3 /Difersi P21/8P3/Difersi 518 Ao Moda
527 AL Wy
. [Welakeanakan pemberian leterangan shaga
ahli dalass proses
1] [Penyiiian [Berita Acars Ksterangan 027 AT My
Ahli 036 AR Utama
7] [Fermidangan Tapomn Fermdangan 512 ARL Moy
0,16 Al Utama
o [Melaksanakan pemberian keterangan sshagal
oakesi dadam prosss
T [Penyidikan Berita Acara Keterangan X BT Fertama
Salksi 0,12 Al W
LR BT Wadya
024 AHL Utama,
0] [Permidangan Laporan Eegiatan 005 FBE Fertama
EEH] BT Mada
CAE: ERT o
0,18 BT Ubama
i Tl & T T [Weraskan sistem kepolsian kehumnan yant Fumusan 380 AT Ttama
dan e ilai-nilai
Htan, Kepolisian Kehuta
o e Hail B x:m::;knn slsb?:ﬂk:pnehga; kshuﬁ;nn:my:ng Frmusan 53 T Hady
Hutan ngandung sl nlad penyemprmasn 270 BRI Utama
perbaikan -
5. [Mengembanghan telnologs bepat guna i bidang Setiap kays 540 AT Tama
Lepolisian kehutanan
2. [Melaloakan kegiatan analion terhadap
. [Rejasian konilik sabwa Tar d L Fasil Anal 524 AT Moy
032 BT Ubama
. |Data dan informas dalam peta kemwanan Taporan Hasil Anabiza 508 ABE Fertama
hutan
o [Proses ‘Endak pidans kehuta Laporan Hasil Al 008 BE Fertama
pada regicter pericara
B [T — Taporn kegiatan 0,12 BT My
ddbidang kepolisian kehuta
s G185 AR Teama
TV, |Femantauan dan Evaluss: [B. |Pemantauan Ergiabm, T [Welalonkon analisa permasalahan ganggvan Taporn Hasll 027 ERT o
[ p dan Lz azs aman butan Iventarisasi
Hitan, Hu - -
7. [Mellnalan pemantauan terhadap elkBhtas Taporan Hasil o33 AR Ttama
Kawacan Hutan dan Hasil | |Kawassn Hutan dan Hasil ot bt porin o do R
Hutan Hutan
pengamanan hutan
3. [Mellokan pemantauan cEkG RS paaporan Laporan Hazil 052 BT Utama
berjadinya gangguan keamanan Pemantauan
4. [Melakoikan pemantauan prosss-proses alami guna Laporan Hasil 135 AT My
memunjang pemulihan kawasan aldhat gangguan Pemmtauan
Lz azs aman butan
erik el ek 536 AHL Utama,
proses proses alami guns menunjang pemulihan | lujuthasil praantauan
lawasan alibat gangguan keamanan hutan.
&, [Melloakan analizis fngkat kerusshan hutan, Taporan Fasll Andlms LEE] AT s
kawasan hutan dan hasil Eutan
5. [Evaluasi Kegintan T [Msladosloan svaluss: terbadap kegitan
Perlindungan dan & [Ferencanaan Program Taporan Evaluasi 0,18 AbL Madya
Pengamanan Hutan
Koo, Eatan dan Hasil b [Fenpumman rancangan shateg kegisban Taporan Evahaast 027 BT WMy
futan 038 ARI Teama
o [Polakeanaan fndakan pre-smbd, Gndaken. Taporan Evbaasi 5,13 i M
reventid, tndakan represit 516 o
o324 AR Ttama
A [Pelkeanaan kegiaban yustis] Gndak pidana Taporan Evbaasi 559 i M
kehutanan 0.1 L Wadya
EEE] AR Ttama
. [Ferumusan dan pengembangan sstem Taporan Evliast 555 AR Tama
kepalisian kehutanan
7 [Melakoikan penzlaahan huloum terhadap kamis Telabaan Hulom 041 BT Madya
tindak pidana kehutanan pang belah memprnyas
- o 054 Akl Utana

ekcuatan hulus tetap
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHU TANAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

PELAKSANA
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
I |Pengembangan Profesi A.[Perolehan ijazah/gelar Memperoleh ijasah sesuai dengan bidang tugas Polisi azah/Gelar 25% AK kenaikan | Semuajenjang
pendidikan formal sesuai  |Kehutanan pangkat
dengan bidang tugas Polisi
Kehutanan
B.|Pembuatan Karya Tulis / 1. [Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian
Karya Ilmiah Dibidang / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan
Kepolisian Kehutanan yang dipublikasikan :
a. |dalam bentuk bulu/majalah ilmiah internasional] Jurnal/Bulku 20,00 Semua jenjang
yang diterbitkan internasional yang terindek
a. |dalam bentuk bulu/majalah ilmiah internasional] Jurnal/Bulku 12,50 Semua jenjang
yang diterbitkan nasional
b. |dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional| Jurnal/Bulu/Naskah 6,00 Semua jenjang
yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi
profesi dan Instansi Pembina
2. |Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian
/ pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan
yang tidak dipublikasikan :
a. [dalam bentuk buku Buku 8,0 Semua jenjang
b. |dalam bentuk makalah Makalah 4 Semua jenjang
3. |Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
kehutanan yang dipublikasikan
a. [dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku 8,00 Semua jenjang
diedarkan secara nasional
. |dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi Naskah 4,00 Semua jenjang
profesi dan Instansi Pembina
4. |Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
kehutanan yang tidak dipublikasikan
a. [dalam bentuk bulu Buku 7,00 Semua jenjang
b. |dalam bentuk makalah Makalah 3,50 Semua jenjang
PELAKSANA
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
5. [Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan Naskah 2,50 Semua jenjang
dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah
6. |Membuat artikel di bidang kepolisian kehutanan Artikel 2 Semua jenjang
yang dipublikasikan
C.|Penerjemahan / Penyaduran | 1.|Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah
Buku dan Bahan-Bahan Lain| |di bidang kehutanan yang dipublikasikan :
Dibidang Kehutanan a. |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku 7,00 Semua jenjang
diedarkan secara nasional
b. |dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi Naskah 3,5 Semua jenjang
profesi dan Instansi Pembina
2.|Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah
di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :
a. |dalam bentuk bulu Buku 3,00 Semua jenjang
. |dalam bentuk makalah Makalah 1,50 Semua jenjang
D.|Pembuatan Buku Pedoman / |Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk Buku 3,00 Semua jenjang
Petunjuk Pelaksanaan / pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kepolisian
Petunjuk Teknis di Bidang | kehutanan
Kepolisian Kehutanan
E.|Pengembangan Kompetensi |Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:
di Bidang Kepolisian
Kehutanan
1 [Pelatihan fungsional Sertifikat/ Laporan 0,50 Semua jenjang
2 |seminar/lokakarya/konferensifsimposium/studi Sertifikat/ Laporan 3,00 Semua jenjang
banding-lapangan
3 |pelatihan teknis/magang di Bidang Kepolisian
Kehutanan dan memperoleh Sertifikat
Lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat/ Laporan 15,00 Semua Jenjang
Lamanya antara 641 - 960 jam Sertifikat/ Laporan 9,00 Semua Jenjang
Lamanya antara 481 - 640 jam Sertifikat/ Laporan 6,00 Semua Jenjang
Lamanya antara 161 - 480 jam Sertifikat/ Laporan 3,00 Semua Jenjang
Lamanya antara 81 - 160 jam Sertifikat/ Laporan 2,00 Semua Jenjang
Lamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat/ Laporan 1,00 Semua Jenjang
Lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat/ Laporan 0,50 Semua Jenjang
4 |pelatihan manajerial{ sosial kultural terkait tugas
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan
memperoleh Sertifikat
Lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat/ Laporan 7.5 Semua Jenjang
Lamanya antara 641 - 960 jam Sertifikat/ Laporan 4,50 Semua Jenjang
Lamanya antara 481 - 640 jam Sertifikat/ Laporan 3 Semua Jenjang
Lamanya antara 161 - 480 jam Sertifikat/ Laporan 1,50 Semua Jenjang
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PELAKSANA
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7
Lamanya antara 81 - 160 jam Sertifikat/ Laporan 1 Semua Jenjang
Lamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat/ Laporan 0,50 Semua Jenjang
Lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat/ Laporan 0,25 Semua Jenjang
5 | maintain performance (pemeliharaan kinerja dan Sertifikat/ Laporan 0,50 Semua Jenjang
target kinerja)
6 |Pertukaran Polhut antar regional Sertifikat/ Laporan 1,00 Semua jenjang
7 | Pertukaran Polhut antar negara Sertifikat/ Laporan 3,00 Semua jenjang
8 |Kunjungan kerja Sertifikat/ Laporan 0,30 Semua jenjang
T |Kegiatan lain yang Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan Laporan 0,5 Semua jenjang
mendukung pengembangan | profesi kepolisian kehutanan
profesi Kepolisian Kehutanan
II. [Penunjang Kegiatan A.|Pengajar / Pelatih di Bidang |Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan Sertifikat/ Laporan 0,40 Semua jenjang
Kepolisian Kehutanan Kepolisian Kehutanan dengan bidang kepolisian kehutanan
B.|Keanggotaan dalam Satuan | 1 |Menjadi Ketua SK 1,00 Semua jenjang
Sﬁﬁ:ﬁgﬁ;ﬂﬁm 2 |Menjadi anggota Kartu Anggota 0,50 Semua jenjang
atau SPORC)
C.|Keanggotaan dalam Tim Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi Laporan 0,04 Semua jenjang
Penilaif Tim Uji Kompetensi
D.|Perolehan Penghargaan 1. [Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya :
a. |30 (tiga puluh) tahun Piagam 3,00 Semua jenjang
. [20 (dua puluh) tahun Piagam 2,00 Semua jenjang
c. [10 (sepuluh) tahun Piagam 1,00 Semua jenjang
2.|Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya
a. Tingkat Internasional Sertifikat/Piagam 35% AK kenaikan | Semuajenjang
pangkat
b. [Tingkat Nasional Sertifikat/Piagam 25% AK kenaikan | Semuajenjang
pangkat
c. |Tingkat Provinsi Sertifikat/Piagam 15% AK kenaikan | Semua jenjang
pangkat
E. |Perolehan Gelar Kesatjanaan | Polisi Kehutanan Keterampilan:
Lainnya yang tidak sesuai a.|Diploma IT Ijazah 3 Semua jenjang
dengan tugas bidang kategori
Jabatan Fungsional Polisi [}, |Sarjana Muda/ Diploma IT Tjazah 4 Semua jenjang
Kehutanan kategori
c. [Sarjana/Diploma IV Tjazah 5 Semua jenjang
kategori
Polisi Kehutanan Keahlian:
a. [Doktor (8-3) Tjazah 15 Semua jenjang
kategori keahlian
PELAKSANA
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT KEGIATAN
1 2 3 4 5 7
b. [Magister (-2 Tjazah 10 Semua jenjang
kategori keahlian
c.|Satjana (S-1) / Diploma IV Tjazah 5 Semua jenjang
kategori keahlian
T.|Pelaksanaan tugas lain yang |Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Laporan 0,04 Semua jenjang
mendukung pelaksanaan  |tugas kepolisian kehutanan
tugas Kepolisian Kehutanan
G.|Kegiatan Penyelamatan (SAR)|Melakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan Laporan 0,50 Semua jenjang
di Kawasan Hutan
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